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RINGKASAN 

Fadli Akbar, Hukum Ekonomi, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019, PENEGAKAN HUKUM 

SANKSI ATAS KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN 

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi di 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan PT 

Karebet Mas Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara), Pembimbing Utama: Dr. 

Budi Santoso, S.H., LL.M., Pembimbing Pendamping: Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M. 

Perjanjian kontrak kerja PT.Karebet Mas Indonesia Cabang Muara Jawa telah 

menyebutkan adanya fasilitas alat pelindung diri terhadap para pekerja/buruh, tetapi 

pada pelaksanaanya PT. Karebet Mas Indonesia tidak semua menjalankan isi dari 

perjanjian tersebut dan hanya menjalankan sebagian selama kurang lebih 2 tahun.  

Dari penjelasan latar belakang diatas rumusan masalah yang di ambil dalam 

tesis ini adalah apa hambatan yang di alamai oleh Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan penegakan hukum 

pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja dan bagaimana upaya yang di lakukan Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terhadap PT.Karebet 

Mas Indonesia yang tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

Jenis penelitian tesis ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian 

yuridis sosiologis. Lokasi penelitian tesis ini ialah Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan PT. Karebet Mas Indonesia Cabang 
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Muara Jawa Kutai Kartanegara. Penelitian tesisi ini menggunakan populasi dan 

sampel dengan populasi dari pekerja/buruh PT. Karebet Mas Indonesia dan pejabat 

pemerintah yang bekerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur. Sumber data penelitian ini terbagi atas data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian tesis ini terdiri dari studi lapangan, 

studi kepustakaan, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah 

deskriftif – kualitatif. 

Kesimpulan tesis ini adalah hambatan Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi dalam melakukan penegakan hukum ialah karena faktor sumber daya 

manusia dan anggaran dana yang tidak menunjang serta dalam menemukan 

pelanggaran hukum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur bersifat pasif. 
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Summary 

Fadli Akbar, Economic Law, Master of Law, Postgraduate Program in the Faculty of 

Law, University of Brawijaya, Malang, 2019, ENFORCEMENT OF SANCTION 

LAW TO COMPANY INABILITY IN APPLYING WORK SAFETY AND 

HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS (Study at the Manpower and 

Transmigration Office of East Kalimantan Province and PT Karebet Mas Indonesia 

Kutai Kartanegara Regency), Main Advisor: Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., 

Assistant Counselor: Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M. 

 

 The background of the company's non-compliance is in the work contract 

agreement of PT. Karebet Mas Indonesia Branch of Muara Jawa which has 

mentioned the existence of facilities for personal protective equipment against 

workers / laborers, but in the implementation of PT. Karebet Mas Indonesia does not 

all carry out the contents of the agreement and only partially runs for approximately 

2 years.  

 From the background explanation above, the formulation of the problem 

taken in this thesis is what the obstacles faced by the Manpower and Transmigration 

Agency of East Kalimantan Province are in enforcing sanctions for companies that 

do not comply with the occupational health and safety management system and how 

the efforts are made Manpower and Transmigration Office of East Kalimantan 

Province towards PT. Karebet Mas Indonesia which does not implement a work 

safety and health management system. 



ix 
 

 This type of thesis research is empirical juridical with a sociological juridical 

research approach. The location of this thesis research is the Office of Manpower and 

Transmigration of East Kalimantan Province and PT. Karebet Mas Indonesia Branch 

of Muara Jawa Kutai Kartanegara. This research study uses a population and sample 

with a population of workers / laborers PT. Karebet Mas Indonesia and government 

officials working at the Manpower and Transmigration Office of East Kalimantan 

Province. The source of this research data is divided into primary data and secondary 

data. This thesis research data collection technique consists of field studies, library 

studies, and document studies. The analysis of the data used is descriptive - 

qualitative 

 The conclusion of this thesis is the obstacle of the Manpower and 

Transmigration Office in enforcing the law because the human resources and 

budgetary funds that do not support and in finding violations of the law of the 

Manpower and Transmigration Office of East Kalimantan Province are passive. 

Keywords: Occupational Health and Safety Management System, Supervision, 

Workers / Laborers. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kesatuan hukum yang mempunyai jumlah 

penduduk sebanyak 255,461,700 juta jiwa. Dari banyaknya jumlah populasi 

manusia di Indonesia jumlah produktif kerja mencapai 70% dari banyaknya 

populasi penduduk di Indonesia. Atas dasar itu pemerintah telah mengatur 

pertaturan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
1
 Pengaturan ini 

agar pemerintah dapat menjamin masyarakat Indonesia dalam usia produktif kerja 

dan mewujudkan masyarakat yang berkesejahteraan untuk memajukan 

perekonomian negara sesuai bunyi Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa 

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional”.
2
  

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

                                                           
‘1  Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2  Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
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perkerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. 

Dilihat dari sudut pandang positif tenaga kerja merupakan salah satu 

sumberdaya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan 

ekonomi suatu negara. Namun dari sudut pandang yang lain meningkatnya tenaga 

kerja justru sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan 

oleh pemerintah. Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan 

lapangan pekerjaan sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk yang 

ada, sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh, konsekuensinya 

terciptalah pengangguran.
3
 

Dalam ketenagakerjaan pasti terdapat adanya perlindungan terhadap para 

pekerja untuk keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang biasa disingkat 

(K-3) . Upaya ini diberlakukan agar para tenaga kerja mendapatkan perlindungan 

terhadap suatu bidang pekerjaan yang dilakukannya dan meminimalis terhadap 

resiko para tenaga kerja. 

Motivasi utama dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan oleh  

pekerjaan. Oleh karena itu perlu melihat penyebab dan dampak yang 

ditimbulkannya.
4
 Dalam bidang ketenagakerjaan perlu adanya kehati-hatian dalam 

                                                           
 

3
 Ahmad Soleh, 2017, Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di  Indonesia, 

Universitas Padjajaran Bandung, hal 83  
4 ILO(International Labour Organization), 2013, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

ditempat Kerja, Modul 5, Jakarta, Halaman 3. 
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menjalankannya agar dapat meminimalisir terhadap bahaya dalam keselamatan 

kerja. 

Sebagian besar dari kasus-kasus kecelakaan kerja terjadi pada kelompok 

usia produktif. Kematian merupakan akibat dari kecelakaan kerja yang tidak dapat 

diukur nilainya secara ekonomis. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat 

seumur hidup, di samping berdampak pada kerugian non-materil, juga 

menimbulkan kerugian materil yang sangat besar, bahkan lebih besar bila 

dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh penderita penyakit-penyakit 

serius seperti penyakit jantung dan kanker.
5
 

Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian 

materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi 

secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak 

pada masyarakat luas
6
.Berbagai macam upaya untuk melaksanakan program 

Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K-3) di suatu perusahaan salah 

satunya adalah Alat Pelindung Diri (APD). Program ini biasa telah di cantumkan 

di dalam kontrak pekerja dengan pengusaha yang dimana pengusaha wajib untuk 

memberi perlindungan bagi para pekerjanya sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeraan yang berbunyi “ 

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :  

a. Keselamatan dan kesehatan kerja; 

                                                           
 

5
 Reini D. Wirahadikusumah, 2007, Tantangan Masalah Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia, Insitut Teknologi Bandung, hal 2 
6  http://budayasafety.com/2013/10/artikel-tentang-keselamatan-kerja-k3.html diakses 

pada tanggal 24/01/2017 jam13.20 wita 
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b. Moral dan kesusilaan; 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia seta nilai-

nilai agama. 

Dan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “ Setiap perusahaan wajib 

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang 

terintergrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Aturan ini akan terlaksana 

jika dari sistem pengawasan berjalan efektif dan kesadaran dari pihak perusahaan 

dalam menjalaninya. 

Proyek konstruksi memiliki sifat yang khas, antara lain tempat kerjanya di 

ruang terbuka yang dipengaruhi cuaca, jangka waktu peker-jaan terbatas, 

menggunakan pekerja yang belum terlatih, menggunakan peralatan kerja yang 

membahayakan keselamatan dan kesehataan kerja dan pekerjaan yang banyak 

mengeluarkan tenaga. Berdasarkan sifat-sifat unik itu pula, maka sektor jasa 

kontruksi mempunyai resiko biaya kecelakaan fatal. Untuk mencegah kecelakaan 

kerja, diperlukan suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) yang mengatur dan dapat menjadi acuan bagi konsultan, kontraktor dan 

para pekerja kontruksi.
7
 

Perlu adanya tingkat pengawasan yang tinggi untuk melakasanakan 

program keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K-3) dari pemerintah agar 

                                                           
 

7
 Febyana Pangkey, 2012, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) Pada Proyek Kontruksi di  Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. 
Soekarno-Manado), Universitas Sam Ratulangi, hlm 100 
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pengawasan berjalan sebagai mana mestinya dan tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan dari kedua belah pihak antara pihak pengusaha dan pihak 

pekerja/buruh yang dapat merugikan. Tetapi dalam penerapannya  pasti terdapat 

cela hukum yang membuat sebuah kebiasaaan terus menerus sehingga kesadaran 

akan hukum hilang dan menimbulkan dampak yang merugikan. Jika dalam 

pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tidak berjalan 

sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka 

suatu perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan isi 

dari Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

yang menjelaskan : 

“ (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif 

atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, 

Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, 

Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) 

undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (2) Sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: 

a. teguran; 

b. peringatan tertulis; 

c. pembatasan kegiatan usaha; 

d. pembekuan kegiatan usaha; 

e. pembatalan persetujuan; 
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f. pembatalan pendaftaran; 

g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; 

h. pencabutan ijin. 

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. ” 

Di perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia Cabang Muara Jawa , 

merupakan salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Kutai-Kartenegara di 

Jalan Mutiara 34 Sindang Jaya Rt.XI Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan 

Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang “Minyak bumi dan Gas alam” yang merupakan anak cabang dari 

perusahaan PT. Karebet Mas Group. Perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia 

mempekerjakan buruh/pekerja dengan rata-rata jam kerja 9 jam dengan jumlah 

pegawai sebanyak 31 orang. Dalam kontrak pernjanjian kerja Perusahaan PT. 

Karebet Mas Indoensia telah menyebutkan adanya fasilitas Alat Pelindung Diri 

(APD) terhadap para buruh/pekerja. Alat Pelindung Diri merupakan salah satu 

bagian dari pelaksanaan upaya keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K-3) 

dalam suatu perusahaan yang wajib hukumnya untuk terpenuhi agar para 

pekerja/buruh dapat terhindar dari adanya dampak resiko dalam suatu pekerjaan 

yang dijalani serta dapat merasakan rasa nyaman dalam melakukan pekerjaan 

tersebut. Tetapi, selama kurang lebih 2 tahun kurun waktu pihak perusahaan PT. 

Karebet Mas Indonesia hanya menjalankan sebagian isi dari perjanjian kontrak 

tersebut yaitu Alat Pelindung Diri jas hujan dan pakaian seragam kerja yang tidak 
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dijalankan karena adanya suatu alasan berupa berkurangnya pendapatan pihak 

perusahaan. Penerapan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K-3) di 

perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia tidak berjalan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
8
  

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik 

melakukan penelitian terhadap penegakan hukum atas hah-hak buruh/pekerja 

terutama mengenai Alat Pelindung Diri (APD) di perusahaan PT. Karebet Mas 

Indonesia. Dalam hal ini apakah dari pihak perusahaan menjalankan isi dari 

perjanjian/kontrak kerja secara baik sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku, dan apakah bentuk pengawasan dari pemerintah terhadap isi perjanjian 

kontrak dalam suatu perusahaan sudah efektif sesuai aturan yang berlaku saat ini. 

Penulis akan membahas dalam sebuah penelitian tesis dengan judul 

“PENEGAKAN HUKUM ATAS KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN 

DALAM MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA (Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur dan PT Karebet Mas Indonesia Kabupaten 

Kutai Kartanegara)” 

 

 

 

 

                                                           
 

8
 Pra survey, wawancara dengan  saudari Anggita Monika selaku admin HCGS pada 

tanggal 2 Februari 2017.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apa hambatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur dalam melakukan penegakan hukum pemberian sanksi 

bagi perusahaan yang tidak mematuhi sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur terhadap PT. Karebet Mas Indonesia yang tidak 

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja? 

C. Tujuan Penelitian    

 Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis hambatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan penegakan hukum 

pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terhadap PT. Karebet Mas 

Indonesia yang tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja. 
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D. Manfaat Penelitian  

 Di dalam setiap sangat diharapkan terdapat menfaat yang dapat diambil 

dari penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang ilmu 

hukum khususnya hukum bisnis 

b. Memberikan masukan perkembangan pengetahuan ilmu hukum 

dibidang ketenagakerjaan pada perusahaan-perusahaan dengan 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan pola pemikiran yang dinamis yang berhubungan 

dengan kontrak ketengakerjaan dalam hal keamanan, kesehatan, dan 

keselamatan kerja pada perusahaan-perusahaan di Kutai Kartanegara 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pengetahuan 

terhadap bidang ketenagakerjaan khususnya alat pelindungan diri bagi 

para pekerja. 

E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini memiliki beberapa kesamaan, tetapi pada dasarnya 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya diantaranya adalah : 

1. ZAMAAN TARINGAN, 2008, Analisis Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja di pabrik kelapat sawit (PKS) Tanjung Medan PTPN 
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V PROVINSI RIAU, Tesis, Fakultas Kesehatan Masyarakat Univeristas 

Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas tentang teknis sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang telah dilaksanakan 

penyelia pengelola pabrik kelapa sawit. 

2. WIRATAMA, 2015, Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Karyawan 

Kontrak dengan Rumah Sakit Permata Hati Duri berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Skripsi, Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Pekanbaru. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan 

perjanjian kerjan antara Rumah Sakit Permata Hati dengan Karyawan 

Kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagaakerjaan. 

Penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian diatas, yaitu penulis 

lebih membahas faktor-faktor dan implementasi yuridis sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja alat pelindung diri di PT. Karebet Mas 

Indonesia. 

F. Kerangka Teoritik 

1. Penegakan Hukum 

a. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan 

ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 

kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses 



11 
 
 

 

perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya 

upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan 

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak 

hal.
9
 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya 

merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , 

kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan 

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep 

tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan 

nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, 

penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak 

hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi 

                                                           
 

9Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, Halaman 

32. 
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tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan 

hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan 

hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :
10

 

1) Ditinjau dari sudut subyeknya : 

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua 

 subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

 menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau 

 tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma 

 aturan huk um yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 

 menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan 

 hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan  hukum 

 tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan 

 hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya :  

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-

nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal 

maupun  nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. 

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut 

penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. 

b. Teori Penegakan Hukum 

Menurut teori Lawrence Friedman, berhasil atau tidaknya 

                                                           
 

10
 Ibid, hlm 33.  



13 
 
 

 

penegakan hukum bergantung pada
11

 : 

a) struktur hukum, meliputi badan eksekutif, legislatif dan 

yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, 

Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan lain-lain.  

b) substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun 

undang-undang. 

c) budaya hukum (legal culture) adalah meliputi pandangan, 

kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran 

nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, 

dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari 

pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, 

dilanggar atau dilaksanakan.  

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, 

bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun 

bukan karena kesulitan itulah, sehingga substansi hukum perlu 

direncankan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung 

pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan 

perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk 

perkembanganperkembangan ditingkat global yang semuanya sulit 

diprediksi. 

Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragaman ide 

                                                           
11 Lawrence M.Friedman, 2001, American Law An Introdution Second Edition 

(Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta 

Halamanan 7-9 
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tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya 

dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik 

hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan 

ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi 

hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang 

lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait 

dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum 

mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan 

cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi 

pada masyarakat yang berbeda. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekanto adalah
12

 : 

1. Faktor Hukum 

 Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan 

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 

abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang 

telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau 

tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu 

yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 

bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan 

                                                           
12 Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan 

Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 42. 
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hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace 

maintenance, penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan 

proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang 

bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2. Faktor Penegakannya 

 Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 

kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu 

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian penegak hukum. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum 

 Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-

hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi 

mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah 

pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus 

yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut 

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum 

siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh 

polisi begitu luas dan banyak. 

4. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
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mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat 

atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, 

persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan 

hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan 

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

5. Faktor Kebudayaan 

 Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono 

Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau 

mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 

kebudayaan adalah suatu pola perilaku dari masyarkat yang turun 

temurun baik dari sisi positif maupun negatif. 

G. Kerangka Konseptual 

 1. Pengawasan 

а. Pengertiаn dаn Tujuаn Pengаwаsаn 

 Pengаwаsаn pаdа dаsаrnyа diаrаhkаn sepenuhnyа untuk menghindаri 

аdаnyа kemungkinаn penyelewengаn аtаu penyimpаngаn аtаs tujuаn yаng 

аkаn dicаpаi. Melаlui pengаwаsаn dihаrаpkаn dаpаt membаntu 

melаksаnаkаn kebijаkаn yаng telаh ditetаpkаn untuk mencаpаi tujuаn yаng 
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telаh direncаnаkаn secаrа efektif dаn efisien. Bаhkаn, melаlui pengаwаsаn 

terciptа suаtu аktivitаs yаng berkаitаn erаt dengаn penentuаn аtаu evаluаsi 

mengenаi sejаuhmаnа pelаksаnааn kerjа sudаh dilаksаnаkаn. Pengаwаsаn 

jugа dаpаt mendeteksi sejаuhmаnа kebijаkаn pimpinаn dijаlаnkаn dаn 

sаmpаi sejаuhmаnа penyimpаngаn yаng terjаdi dаlаm pelаksаnааn kerjа 

tersebut. 

Menurut Prаyudi, pengаwаsаn аdаlаh suаtu proses untuk menetаpkаn 

pekerjааn аpа yаng di jаlаnkаn, dilаksаnаkаn, аtаu diselenggаrаkаn itu 

dengаn аpа yаng dikehendаki, direncаnаkаn аtаu diperhаtikаn.
13

 Menurut 

Sаiful Аnwаr, pengаwаsаn аtаu kontrol terhаdаp tindаkаn аpаrаtur 

pemerintаh diperlukаn аgаr pelаksаnааn tugаs yаng telаh ditetаpkаn dаpаt 

mencаpаi tujuаn dаn terhindаr dаri penyimpаngаn-penyimpаngаn.
14

 

Menurut M. Mаnullаng mengаtаkаn bаhwа, pengаwаsаn аdаlаh suаtu 

proses untuk menetаpkаn suаtu pekerjааn аpа yаng sudаh dilаksаnаkаn, 

menilаinyа dаn mengoreksi bilа perlu dengаn mаksud supаyа pelаksаnааn 

pekerjааn sesuаi dengаn rencаnа semulа.
15

  

Dаri beberаpа defenisi yаng di kemukаkаn di аtаs dаpаt di tаrik kesimpulаn 

bаhwа : 

1. Pengаwаsаn аdаlаh merupаkаn proses kegiаtаn yаng terus-menerus di 

lаksаnаkаn untuk mengetаhui pekerjааn аpа yаng sudаh dilаksаnаkаn, 

                                                           
13 Prаyudi, 1981, Hukum Аdministrаsi Negаrа, Ghаliа Indonesiа, Jаkаrtа, Hаlаmаn 80. 
14 Sаiful Аnwаr, 2004, Sendi-Sendi Hukum Аdministrаsi Negаrа, Glorа Mаdаni Press, Hаlаmаn 

127. 
15 M.Mаnullаng, 1995, Dаsаr-Dаsаr Mаnаjemen, Ghаliа Indonesiа, Jаkаrtа, Hаlаmаn 18. 
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kemudiаn di аdаkаn penilаiаn sertа mengoreksi аpаkаh pelаksаnааnnyа 

sesuаi dengаn semestinyа аtаu tidаk.  

2. Selаin itu pengаwаsаn аdаlаh suаtu penilаiаn yаng merupаkаn suаtu 

proses pengukurаn dаn pembаndingаn dаri hаsil-hаsil pekerjааn yаng nyаtа 

telаh di cаpаi dengаn hаsil-hаsil yаng sehаrusnyа di cаpаi. Dengаn kаtа lаin, 

hаsil pengаwаsаn hаrus dаpаt menunjukkаn sаmpаi di mаnа terdаpаt 

kecocokаn аtаu ketidаkcocokаn sertа mengevаluаsi sebаb-sebаbnyа. 

Menurut Prаyudi, dаlаm mencаpаi pelаksаnааn pengаwаsаn terhаdаp 

beberаpа аsаs аntаrа lаin : 

1. Аsаs tercаpаinyа tujuаn, ditujukаn ke аrаh tercаpаinyа tujuаn yаitu dengаn 

mengаdаkаn perbаikаn untuk menghindаri penyimpаngаn-penyimpаngаn 

аtаu deviаsi perencаnааn.  

2. Аsаs efisiensi, yаitu sedаpаt mungkin menghindаri deviаsi dаri perencаnааn 

sehinggа tidаk menimbulkаn hаl-hаl lаin diluаr dugааn.  

3. Аsаs tаnggung jаwаb, аsаs ini dаpаt dilаksаnаkаn аpаbilа pelаksаnа 

bertаnggung jаwаb penuh terhаdаp pelаksаnа perencаnааn.  

4. Аsаs pengаwаsаn terhаdаp mаsа depаn, mаksud dаri аsаs ini аdаlаh 

pencegаhаn penyimpаngаn perencаnааn yаng аkаn terjаdi bаik di wаktu 

sekаrаng mаupun di mаsа yаng аkаn dаtаng.  

5. Аsаs lаngsung, аdаlаh mengusаhаkаn аgаr pelаksаnа jugа melаkukаn 

pengаwаsаn terhаdаp pelаksаnааn kegiаtаn.  
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6. Аsаs refleksi perencаnааn, bаhwа hаrus mencerminkаn kаrаkter dаn susunаn 

perencаnааn.  

7. Аsаs penyesuаiаn dengаn orgаnisаsi, bаhwа pengаwаsаn dilаkukаn sesuаi 

dengаn struktur orgаnisаsi dаn kewenаngаn mаsing-mаsing.  

8. Аsаs individuаl, bаhwа pengаwаsаn hаrus sesuаi kebutuhаn dаn ditujukаn 

sesuаi dengаn tingkаt dаn tugаs pelаksаnа.  

9. Аsаs stаndаr, bаhwа pengаwаsаn yаng efektif dаn efisien memerlukаn 

stаndаr yаng tepаt, yаng аkаn digunаkаn sebаgаi tolаk ukur pelаksаnааn dаn 

tujuаn.  

10. Аsаs pengаwаsаn terhаdаp strаtegis, bаhwа pengаwаsаn yаng efektif dаn 

efisien memerlukаn аdаnyа perhаtiаn yаng ditujukаn terhаdаp fаktor-fаktor 

yаng strаtegis.  

11. Аsаs kekecuаliааn, bаhwа efisiensi dаlаm pengаwаsаn membutuhkаn 

perhаtiаn yаng di tujukаn terhаdаp fаktor kekecuаliаn yаng dаpаt terjаdi 

dаlаm keаdааn tertentu, ketikа situаsi berubаh аtаu tidаk sаmа.  

12. Аsаs pengendаliаn fleksibel bаhwа pengаwаsаn hаrus untuk menghindаrkаn 

kegаgаlаn pelаksаnааn perencаnааn.  

13. Аsаs peninjаuаn kembаli, bаhwа pengаwаsаn hаrus selаlu ditinjаu, аgаr 

sistim yаng digunаkаn bergunа untuk mencаpаi tujuаn.  
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14. Аsаs tindаkаn, bаhwа pengаwаsаn dаpаt dilаkukаn аpаbilа аdа ukurаn-

ukurаn untuk mengoreksi penyimpаngаn-penyimpаngаn rencаnа, orgаnisаsi 

dаn pelаksаnааn.
16

 

Pengаwаsаn yаng dilаkukаn аdаlаh bermаksud untuk mendukung 

kelаncаrаn pelаksаnааn kegiаtаn sehinggа dаpаt terwujud dаyа gunа, hаsil 

gunа, dаn tepаt gunа sesuаi rencаnа dаn sejаlаn dengаn itu, untuk mencegаh 

secаrа dini kesаlаhаn-kesаlаhаn dаlаm pelаksаnааn.   Sedаngkаn tujuаn 

pengаwаsаn аkаn tercаpаi аpаbilа hаsil-hаsil pengаwаsаn mаupun 

memperluаs dаsаr untuk pengаmbilаn keputusаn setiаp pimpinаn. Hаsil 

pengаwаsаn jugа dаpаt digunаkаn sebаgаi dаsаr untuk penyempurnааn 

rencаnа kegiаtаn rutin dаn rencаnа berikutnyа. Pаdа dаsаrnyа pengаwаsаn 

bertujuаn untuk mengoreksi kesаlаhаn-kesаlаhаn yаng terjаdi nаntinyа 

dаpаt digunаkаn sebаgаi pedomаn untuk mengаmbil kebijаkаn gunа 

mencаpаi sаsаrаn yаng optimаl.   

b. Jenis-jenis Pengаwаsаn 

Sаiful Аnwаr menyebutkаn bаhwа berdаsаrkаn bentuknyа pengаwаsаn 

dаpаt dibedаkаn sebаgаi berikut : 

1. Pengаwаsаn internаl yаitu pengаwаsаn yаng dilаkukаn oleh suаtu bаdаn аtаu 

orgаn yаng secаrа orgаnisаtoris/strukturаl termаsuk dаlаm lingkungаn 

pemerintаhаn itu sendiri. Misаlnyа pengаwаsаn yаng dilаkukаn pejаbаt 

аtаsаn terhаdаp bаwаhаnnyа sendiri.  

                                                           
16 Prаyudi, Op.Cit, Hаlаmаn 86. 
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2. Pengаwаsаn eksternаl dilаkukаn oleh orgаn аtаu lembаgа-lembаgа yаng 

secаrа orgаnisаtoris/strukturаl berаdа di luаr pemerintаh dаlаm аrti eksekutif. 

Misаlnyа pengаwаsаn keuаngаn dilаkukаn oleh Bаdаn Pemeriksа Keuаngаn 

(BPK).
17

 

Pengаwаsаn dаpаt diklаsifikаsikаn аtаs beberаpа jenis, dengаn tinjаuаn dаri 

beberаpа segi. Аntаrа lаin : 

1. Pengаwаsаn ditinjаu dаri segi cаrа pelаksаnааnyа dibedаkаn аtаs :
18

 

a. Pengаwаsаn Lаngsung 

Pengаwаsаn lаngsung аdаlаh pаngаwаsаn yаng dilаkukаn dengаn cаrа 

mendаtаngi аtаu melаkukаn pemeriksааn di tempаt terhаdаp objek yаng 

diаwаsi. Pemeriksааn setempаt ini dаpаt berupа pemeriksааn аdministrаtif 

аtаu pemeriksааn fisik di lаpаngаn. Kegiаtаn secаrа lаngsung melihаt 

pelаksаnааn kegiаtаn ini bukаn sаjа dilаkukаn oleh perаngkаt pengаwаs 

аkаn tetаpi perlu lаgi dilаkukаn oleh pimpinаn yаng bertаnggung jаwаb аtаs 

pekerjааn tersebut. Dengаn demikiаn dаpаt melihаt bаgаimаnа pekerjааn itu 

dilаksаnаkаn dаn bilа diаnggаp perlu dаpаt memberikаn petunjuk-petunjuk 

dаn instruksi mаupun keputusаn-keputusаn yаng secаrа lаngsung 

menyаngkut dаn mempengаruhi jаlаnnyа pekerjааn. 

b. Pengаwаsаn Tidаk Lаngsung  

                                                           
17 Sаiful Аnwаr, Op.Cit, Hаlаmаn 127. 
18 Sondаng P. Siаgiаn, 2008, Mаnаjemen Sumber Dаyа Mаnusiа, PT. Bumi Аksаrа, Jаkаrtа, 

Hаlаmаn 115 
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Pengаwаsаn tidаk lаngsung аdаlаh kebаlikаn dаri pengаwаsаn lаngsung, 

yаng dilаkukаn tаnpа mendаtаngi tempаt pelаksаnааn pekerjааn аtаu objek 

yаng diаwаsi. Pengаwаsаn ini dilаkukаn dengаn mempelаjаri dаn 

mengаnаlisа dokumen yаng menyаngkut objek yаng diаwаsi yаng 

disаmpаikаn oleh pelаksаnа аtаu pun sumber lаin.  

2. Pengаwаsаn ditinjаu dаri segi pengаwаsаn yаng dilаkukаn oleh subjek 

pengаwаs, pengаwаsаn ini mаsih dibаgi аtаs beberаpа bаgiаn аntаrа lаin :
19

 

a. Pengаwаsаn intern 

Pengаwаsаn intern аdаlаh pengаwаsаn yаng dilаkukаn oleh аpаrаt dаlаm 

orgаnisаsi itu sendiri. Аrtinyа bаhwа subjek pengаwаs yаitu pengаwаs 

berаsаl dаri dаlаm susunаn orgаnisаsi objek yаng diаwаsi. Pаdа dаsаrnyа 

pengаwаsаn ini hаrus dilаkukаn oleh setiаp pimpinаn аkаn tetаpi dаpаt sаjа 

dibаntu oleh setiаp pimpinаn unit sesuаi dengаn tugаs mаsing-mаsing.  

b. Pengаwаsаn eksetrn 

Pengаwаsаn ekstern аdаlаh pengаwаsаn yаng dilаkukаn oleh аpаrаt dаri 

luаr orgаnisаsi sendiri, аrtinyа bаhаn subjek pengаwаs berаsаl dаri luаr 

susunаn orgаnisаsi yаng diаwаsi dаn mempunyаi sistim tаnggung jаwаb 

tersendiri. 

 Berdаsаrkаn urаiаn di аtаs terlihаt bаhwа hаsil dаri suаtu kegiаtаn 

pengаwаsаn hаrus memungkinkаn dilаkukаnnyа evаluаsi terhаdаp аspek yаng 

                                                           
19 Sujаnto, 1986, Beberаpа Pengertiаn di Bidаng Pengаwаsаn, Ghаliа Indonesiа, Hаlаmаn 81 
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diаwаsi itu. Selаnjutnyа dаlаm melаkukаn evаluаsi dаri hаsil suаtu kegiаtаn 

oleh аpаrаt pengаwаs dаpаt tepаt untuk mengetаhui tingkаt efisiensi dаn 

efektifitаs perwujudаn kerjа dengаn sаsаrаn yаng dicаpаi. 

H. Metode Penelitian 

 Suatu metode adalah cara kerja atau tata cara untuk dapat memahami 

obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode 

adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-

langkah yang dihadapi.
20

 Sedangkan Penelitian sendiri merupakan sarana pokok 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan 

oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis, metologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan 

analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
21

 

Sesuai dengan  judul penelitian yang diajukan,  maka metode penelitian yang 

digunakan sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah Metode Penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang 

langsung turun kelapangan untuk menelitin objek kajian yang meliputi 

                                                           
20

  Soerjono soekamto, Sri Mahmudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, ed.1,cet.10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 7  
21 Ibid., halaman 1. 
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penerapan ketentuan perundang-undangan pada peristiwa hukum.
22

 Pada 

kasus ini penulis melakukan penelitian terhadap PT. Karebet Mas 

Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang 

telah diduga melakukan pelanggaran terhadap penerapan Pasal 87 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

penelitian ini menggunakan pendekatan  Yuridis Sosiologis, yaitu 

mengindentifikasi dan menkonsepsi hukum sebagai insitusi sosial yang riil 

dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.
23

 Studi kasus yang masih 

berlangsung atau belum berakhir adalah bentuk Perananan PT.Karebet 

Mas Indonesia dan Implementasi Yuridis terhadap Hak Pekerja/Buruh 

dalam Hak yang didapatkan yaitu Alat Pelindung Diri di PT. Karebet Mas 

Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada PT. Karebet Mas Indonesia di Kecamatan 

Handil Kabupaten Kutai Kartanegara karena penulis ingin mendapatkan 

keterangan yang jelas terkait penelitian ini termasuk fakta dan data yang 

ada, sebagai berikut : 

a. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur Jl. Kemakmuran Nomor 2 Sungai Pinang Dalam, Kecamatan 

Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

                                                           
22

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, Halaman 157  
 23 Ibid, Hal 51.  
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b. Perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia Jl. Mutiara 34 Sindang Jaya 

Rt.XI Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, 

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perusahaan kontraktor yang 

bergerak dibidang perminyakan. 

c. Pekerja/buruh yang bekerja di PT. Karebet Mas Indonesia Jl. Handil 7 

Rt. 07 Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, 

Kabupaten Kutai Kartanegara para pekerja ini masih aktif sampai pada 

saat waktu penulis wawancara. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

 a. Populasi 

Populasi adalah keselurahan atau himpunan obyek dengan ciri 

yang sama.
24

 Selain itu populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik  

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulanya.
25

 Sehingga dapat disimpulkan populasi dalam 

penelitian ini adalah pekerja atau buruh di PT. Karebet Mas Indonesia 

yang berjumlah 31 orang dengan pejabat pemerintahan yang bekerja di 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. 

b. Sampel 

                                                           
24 Bambang Sunggono, 2006, Metedologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, Halaman 118 
25

 Sugiyono, 2010, Metedologi Penelitian, Alfabeta, Bandung, Halaman 117  
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Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.
26

 Sampel 

adalah bagian keril dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur 

tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.
27

 

Dalam Penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono Sampling Purposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya setiap 

subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan 

dan pertimbangan tertentu.
28

 Berdasarkan penjelasan tersebut dalam 

penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 2 orang dari Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dibidang 

Pengawas, 2 Orang Pimpinan dari Perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia 

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, serta random 

sampling 3 orang dari pekerja/buruh di PT. Karebet Mas Indonesia 

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. 

4. Sumber Data Penelitian 

Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, maka sumber data 

yang digunakan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan dalam 

penulisan ini berupa :  

a. Data Primer (prymary law material) yaitu hasil dari observasi yang 

diperoleh setelah datang ke lokasi penelitian yaitu pada PT. Karebet 

                                                           
26

 Bambang Sunggono, Op.cit  halaman 215 
27

 http://xuanze08.wordpress.com/category/metedologi-penelitian-hukum/ diakses pada 

tanggal 9/02/2017 pukul 22:38 wita  
28

 Sugiyono, Op.cit halaman 85 
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Mas Indonesia di Kabupaten KutaiKartanegara dan Kantor Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta data hasil 

wawancara yaitu data yang telah diperoleh setelah mengadakan 

wawancara secara langsung, yaitu terhadap pekerja/buruh yang bekerja 

pada PT. Karebet Mas Indonesia dan bidang kepengawasan 

ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur. 

b. Data Sekunder (secondary law material) adalah data yang diperoleh 

dari buku-buku, artikel, bahan hukum yang relevan dengan masalah ini serta 

Undang-Undang atau aturan yang berkaitan dengan masalah antara lain :  

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

3. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan  

  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33  

  Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan 

5. Teknik Pengumpulan Data  

 a. Studi Lapangan (Field Research) 

 Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

wawancara mendalam dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan 
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yang terstruktur yang sesuai dengan rumusan masalah penulis. Selain 

itu  wawancara yang dilakukan dengan responden yang sudah 

ditentukan yaitu para pekerja/buruh di PT. Karebet Mas Indonesia di 

Kabupaten Kutai Kartanegara, Pimpinan dari PT.Karebet Mas 

Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara serta pejabat yang berwenang 

di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur.  

 b. Studi Kepustakaan (Library Research)  

 Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara mengumpulkan data dari buku-buku yang sesuai dengan penelitian 

ini. 

c. Studi Dokumen (Documents Research) 

 Studi dokumen merupakan pengkajian berbagai dokumen resmi 

dan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan 

dapat menjadi bahan kajian dalam penulisan tesis ini, berupa Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

6. Analisis Data 

 Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari 

penelitian kepustakaan kemudian dianalisa. Metode analisis data yang 

akan digunakan dalam penulisan tesis adalah Deksriftif – Kualitatif yaitu 

menganalisa dan memberikan gambaran dari data hasil kajian pustaka 
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serta data-data dari lapangan baik itu dari hasil observasi, dan wawancara 

kepada pekerja/buruh di PT. Karebet Mas Indonesia di Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Pejabat  yang berwenang di Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. 

 Penegakan hukumadalah proses pemungsian norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Ketidakpatuhan adalah lawan kata dari patuhan yang berarti 

mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan 

jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang 

berwenang dalam suatu bidang tertentu. Sistem Manajemen adalah suatu 

kerangka Proses dan Prosedur  yang digunakan untuk memastikan apakah 

suatu perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standard dan 

menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. 

7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam  tesis  ini akan diuraikan berdasarkan 

bab demi bab sehingga jelas letak permasalahan yang ada. Adapun 

sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah,  

yang berisi uraian tentang permasalahan yang terjadi pada PT. 

Karebet Mas Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rumusan 
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Masalsah, Tujuan dan manfaat penelitian tesis berisi tentang tujuan 

dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini, kerangka 

teoretik yang digunakan, metode penilitan yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang penjelasan 

dan keterangan dari variabel-variabel yang berkaitan dengan judul 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber hukum, teori-teori, 

buku-buku, Unndang-Undang, dan sumber lain yang dapat 

dijadikan pedoman dalam membantu menjawab rumusan masalah. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini memuat tentang analisis dan menjawab rumusan 

masalah mengenai faktor-faktor yang memperngaruhi tidak 

terlaksananya pemenuhan alat pelindung diri sesuai isi perjanjian 

kerja di PT. Karebet Mas Indonesia dan implementasi yuridis dari 

tidak dipenuhinya alat pelindung diri di PT. Karebet Mas 

Indonesia. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua 

permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta 

berisikan saran yang sekiranya dapat memberikan masukan positif 
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dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan 

penelitian ini. 

8. Definisi Operasional 

 a. Penegakan Hukum 

 Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 

secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian resort Kabupaten Pamekasan. 

b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dimaksud 

dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung 

jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumberdaya yang dibutuhkan 

bagi pengembangan, penerapan, pencapain, pengkajian, dan 

pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka 

pengendalian resiko di tempat kerja. 

c. Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala 

upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat 

melakukan pekerjaan. 
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d. Kesehatan Kerja 

Kesehatan Kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah 

bentuk dari adanya jaminan kesehatan yang diberikan pada seseorang 

pada saat sedang melakukan sebuah pekerjaan. 

e. Pengawasan  

 Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses dalam 

menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat 

mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja 

yang di lakukan. 
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9. Desain Penelitian 

Tabel 1.1 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LATAR 

BELAKANG 

SISTEM 

MANAJEMEN 

KESELAMATA

N DAN 

KESEHATAN 

KERJA YANG 

SELANJUTNYA 

DI SEBUT 

SMK3 DIATUR 

DIDALAM 87 

AYAT 1 UU 

NOMOR 13 

TAHUN 2003 

TENTANG 

KETENAGKERJ

AAN PADA 

PENERAPAN 

SMK3 DI PT 

KAREBET MAS 

INDONESIA 

TIDAK 

BERJALAN 

DENGAN 

SEBAGAIMANA 

MESTINYA 

RUMUSAN MASALAH 1 

1.Apa hambatan yang di alami oleh 

Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur dalam melakukan 

penegakan hukum pemberian 

sanksi bagi perusahaan yang tidak 

mematuhi sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja? 

TEORI 

PENE

GAKA

N 

HUKU

M 

1. Apakah peraturan yang 
berlaku saat ini sudah 
memadai untuk 
menjalankan SMK3 
dengan sebagaimana 
mestinya? 

2. apa saja kendala yang 
dialami oleh Dinas 
Ketenagakerjaan dalam 
melakukan penegakan 
hukum? 

3. apakah fasilitas sarana 
atau fasilitas hukum 
yang ada saat ini 
memadai untuk 
keberlangsungan dalam 
menjalankan penegakan 
hukum terhadap 
pelanggaran smk3? 

RUMUSAN MASALAH 2 

2.Bagaimana upaya yang 

dilakukan Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur terhadap PT. 

Karebet Mas Indonesia yang 

tidak menerapkan sistem 

manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja? 

 

1. apa upaya awal yang dilakukan oleh 

dinas jika menemukan suatu pelanggaran 

mengenai smk3? 

2. upaya apa saja yang akan dilakukan 

Dinas Ketenagakerjaan dalam menyikapi 

PT.KMI yang tidak sepenuhnya 

menjalankan SMK3 sesuai dengan 

peraturan yang berlaku? 

Metode 

penelitian 

HASIL 

PENELITIAN 

GAMBARAN UMUM : 

1. DINAS KETENAGAKERJAAN DAN 
TRANSMIRASI PROV.KLTIM 

2.PT. KAREBET MAS INDONESIA 

 

SEJARAH 

STRUKTUR 

KESIMPUL

AN DAN 

SARAN 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Kajian Umum Perlindungаn Pekerjа аtаs Keselаmаtаn dаn Kesehаtаn 

Kerjа 

 a. Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Indonesia 

   Dengan memperhatikan keadaan hukum kerja di zaman 

prakemerdekaan, tentunya dapat diperkirakan bagaimana riwayat kesehatan 

kerja ini. Perbudakan, perhambaan, rodi, dan poenale sanksi yang mewarnai 

hubungan kerja di zaman itu menunjukkan pula kurangnya perhatian 

pemerintah Hindia Belanda akan kesehatan kerja. Hal yang dicari pada saat 

itu adalah pengeksplotasian tenaga kerja secara penuh demi kepentingan 

pihak penjajah, sedangkan kepentingan tenaga kerja tidak diperhatikan sama 

sekali.
29

 

   Di Indonesia secara historis peraturan keselamatan dan kesehatan 

kerja telah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan 

dan diberlakukannya Undang-undang Dasar 1945, maka beberapa peraturan 

termasuk peraturan keselamatan kerja yang pada saat itu berlaku yaitu 

Veiligheids Reglement telah dicabut dan diganti dengan Undag-undang 

Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970.
30

 

                                                           
 

29
  43 Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan 

Kerja,PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 80 
 

30
 Departemen Tenaga Kerja, Organisasi dan Tenaga Kerja Bab II, hlm 42 
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   Setelah kemerdekaan pula yang pertama-tama menjadi perhatian 

pemerintah adalah masalah kesehatan kerja. Sewaktu Imdonesia masih 

berbentuk serikat beribukota di Yogyakarta pada tannga 20 April 1948 

mengundangkan Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang kerja. Setelah 

Indonesia berbentuk Negara kesatuan UU No.12 tahun 1948 ini di 

berlakukan ke seluruh wilayah Indonesia dengan UU No.2 Tahun 1951. 

Undang-undang pokok kerja ini mamuat aturan dasar mengenai :
31

 

1. Pekerjaan anak 

2. Pekerjaan orang muda 

3. Pekerjaan wanita 

4. Waktu kerja, istirahat, dan mengaso 

5. Tempat kerja dan perumahan buruh, untuk semua pekerjaan tidak 

membeda-bedakan tempatnya, misalnya di bengkel, di pabrik, di 

rumah sakit, di perusahaan pertanian, perhubungan, pertambangan, 

dan lain-lain. 

  Undang-undang No.12 Tahun 1948 merupakan undang-undang 

pokok sehingga memerlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci. 

Mengingat keadaaan Indonesia yang masih di awal kemerdekaan, maka 

                                                           
 

31
  Asyhadie, Zaeni, 2007, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang. Hubungan 

Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 83. 
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peraturan pelaksana dibuat secara bertahap. Peraturan pelaksana yang 

sempat dikeluarkan pada masa itu adalah :
32

 

1. Peraturan pemerintah No.3 Tahun 1950 yang memberlakukan 

aturan waktu kerja, istirahat, dan mengaso serta mengatur tata cara 

pengusaha untuk dapat mengadakan penyimpangan dari waktu 

kerja. 

2. Peraturan  Pemerintah  No.21  Tahun  1954  yang  mengatur  tentang 

berlakunya ketentuan cuti tahunan bagi pekerja/buruh. 

Berbeda dengan undang-undang pokok lainnya, undang-undang kerja 

mempunyai ketentuan bahwa semua ketentuan yang ada hanya akan berlaku 

jika ada peraturan pelaksananya. Sampai saat undang-undang kerja dicabut 

dan digantikan dengan Undng-undang No.13 Tahun 2003, peraturan 

pelaksana yang baru keluar hanya kedua peraturan tersebut. Maka hanya 

kedua aturan undang-undang kerja itu yang sempat berlaku.
33

 

b. Keselаmаtаn kerjа 

  Mаngkunegаrа  menyаtаkаn bаhwа, “keselаmаtаn dаn kesehаtаn 

kerjа аdаlаh suаtu pemikirаn dаn upаyа untuk menjаmin keutuhаn dаn 

kesempurnааn bаik jаsmаniаh mаupun rohаniаh tenаgа kerjа pаdа 

khususnyа, dаn mаnusiа pаdа umunyа, hаsil kаryа dаn budаyа untuk 

menuju mаsyаrаkаt аdil dаn mаkmur.
34
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 Ibid, hlm  85 
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 Ibid, hlm 86  
34 Mаngkunegаrа, 2002, Mаnаjemen Sumber Dаyа Mаnusiа  Perusаhааn, PT Remаjа 

Rosdа Kаryа, Bаndung, Hаlаmаn hаlаmаn 163. 
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 Mаngkunegаrа jugа menjelаskаn tujuаn dаri keselаmаtаn dаn kesehаtаn 

kerjа аdаlаh sebаgаi berikut :
35

 

а. Аgаr setiаp pegаwаi mendpаt jаminаn keselаmаtаn dаn kesehаtаn kerjа 

bаik secаrа fisik, sosiаl, dаn psikologis. 

b. Аgаr setiаp perlengkаpаn dаn perаlаtаn kerjа digunаkаn secаrа efisien 

dаn seefektif mungkin. 

c. Аgаr semuа hаsil produksi dipelihаrа keаmаnаnnyа 

d. Аgаr аdаnyа jаminаn аtаs pemelihаrааn dаn peningkаtаn kesehаtаn gizi 

pegаwаi. 

e. Аgаr meningkаtkаn kegаirаhаn, keserаsiаn kerjа, dаn pаrtisipаsi kerjа. 

f. Аgаr terhindаr dаri gаngguаn kesehаtаn yаng disebаbkаn oleh lingkungаn 

аtаu kondisi kerjа. 

 g. Аgаr setiаp pegаwаi merаsа аmаn dаn terlindungi dаlаm bekerjа  

  Sebаgаimаnа yаng di mаksud dаlаm Pаsаl 2 аyаt 1 Undаng-

Undаng Nomor 1 tаhun 1970 tentаng Keselаmаtаn Kerjа yаng 

menyejelаskаn : 

”  (1) Yаng diаtur oleh Undаng-undаng ini iаlаh keselаmаtаn kerjа dаlаm 

segаlа tempаt kerjа, bаik di dаrаt, di dаlаm tаnаh, di permukааn аir, di 

                                                           
35  Ibid., hаlаmаn 165. 
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dаlаm аir mаupun di udаrа, yаng berаdа di dаlаm wilаyаh kekuаsааn hukum 

Republik Indonesiа. 

      Swаsto mengemukаkаn bаhwа, “keselаmаtаn kerjа menyаngkut 

segenаp proses perlindungаn tenаgа kerjа terhаdаp kemungkinаn аdаnyа 

bаhаyа yаng timbul dаlаm lingkungаn pekerjааn.
36

 Pаdа dаsаrnyа usаhа 

untuk memberikаn perlindungаn keselаmаtаn kerjа menurut Soeprihаtno 

аdа 2 (duа):
37

 

а. Usаhа preventif аtаu mencegаh 

 Preventif аtаu mencegаh berаrti mengendаlikаn аtаu menghаmbаt sumber 

bаhаyа yаng terdаpаt di tempаt kerjа sehinggа dаpаt mengurаngi аtаu tidаk 

menimbulkаn bаhаyа bаgi pаrа kаryаwаn. Lаngkаh-lаngkаh pencegаhаn itu 

dаpаt dibedаkаn yаitu: 

а) Subtitusi (menggаnti аlаt/sаrаnа yаng kurаng/tidаk berbаhаyа). 

b) Isolаsi (memberi isolаsi/аlаt pemisаh terhаdаp sumber bаhаyа). 

c) Pengendаliаn secаrа teknis terhаdаp sumber-sumber bаhаyа. 

d) Pemаkаiаn аlаt pelindung perorаngаn (eye protection, sаfety hаt аnd cаp, 

gаs respirаtor, dust respirаtor, etc). 

e) Petunjuk dаn peringаtаn di tempаt kerjа. 

                                                           
36 Bаmbаng swаsto, 2011, Mаnаjemen Sumber Dаyа Mаnusiа, UB Press, Mаlаng, hаlаmаn  

107 
37 Jon soeprihаnto, 2002, Mаnаjemen Personаliа, BPFE Yogyаkаrtа, Yogyаkаrtа, hаlаmаn 

48 
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f) Lаtihаn dаn pendidikаn keselаmаtаn dаn kesehаtаn kerjа. 

b. Usаhа represif аtаu kurаtif 

Kegiаtаn yаng bersifаt kurаtif berаrti mengаtаsi kejаdiаn аtаu kecelаkааn 

yаng disebаbkаn oleh sumber-sumber bаhаyа yаng terdаpаt di tempаt kerjа. 

Pаdа sааt terjаdi kecelаkааn аtаu kejаdiаn lаinnyа sаngаt dirаsаkаn аrti 

pentingnyа persiаpаn bаik fisik mаupun mentаl pаrа kаryаwаn sebаgаi suаtu 

kesаtuаn аtаu teаm kerjа sаmа dаlаm rаngkа mengаtаsi dаn menghаdаpi. 

  Dаlаm Pаsаl 1 Perаturаn Menteri Tenаgа Kerjа Nomor 5 Tаhun 

1996 Tentаng Sistem Mаnаjemen Keselаmаtаn dаn Kesehаtаn Kerjа 

menjelаskаn lebih kongkrit yаitu “Sistem Mаnаjemen Keselаmаtаn dаn 

Kesehаtаn Kerjа yаng selаnjutnyа disebut Sistem Mаnаjemen K3 аdаlаh 

bаgiаn dаri sistem mаnаjemen secаrа keseluruhаn yаng meliputi struktur 

orgаnisаsi, perencаnааn, tаnggung jаwаb, pelаksаnааn, prosedur, proses dаn 

sumberdаyа yаng dibutuhkаn bаgi pengembаngаn, penerаpаn, pencаpаiаn, 

pengkаjiаn dаn pemelihаrааn kebijаkаn keselаmаtаn dаn kesehаtаn kerjа 

dаlаm rаngkа pengendаliаn risiko yаng berkаitаn dengаn kegiаtаn kerjа 

gunа terciptаnyа tempаt kerjа yаng аmаn, efisien dаn produktif”. 

c. Kesehаtаn Kerjа 

1.) Pengertiаn Kesehаtаn Kerjа 

Menurut Mondy dаn Noe, ”Kesehаtаn kerjа аdаlаh kebebаsаn dаri 

kekerаsаn fisik. Resiko kesehаtаn merupаkаn fаktor-fаktor dаlаm 
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lingkungаn kerjа yаng bekerjа melebihi periode wаktu yаng ditentukаn, 

lingkungаn yаng dаpаt membuаt stres emosi аtаu gаngguаn fisik”.
38

 

Dаlаm menjаlаni keаmаnаn, kesehаtаn, dаn keselаmаtаn kerjа terdаpаt 

sistem mаnаjemen keselаmаtаn dаn kesehаtаn kerjа yаng telаh diаtur oleh 

pemerintаh sebаgаimаnа dijelаskаn dаlаm Pаsаl 3 Perаturаn Pemerintаh 

Nomor 50 Tаhun tentаng Penerаpаn Sistem Mаnаjemen Keselаmаtаn dаn 

Kesehаtаn Kerjа 2012 yаng berbunyi” 

(1) Penerаpаn SMK3 dilаkukаn berdаsаrkаn kebijаkаn nаsionаl tentаng 

SMK3. 

(2) Kebijаkаn nаsionаl tentаng SMK3 sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1) 

tertuаng dаlаm Lаmpirаn I, Lаmpirаn II, dаn Lаmpirаn III sebаgаi bаgiаn 

yаng tidаk terpisаhkаn dаri Perаturаn Pemerintаh ini. 

Dаn penjelаsаn dаri Pаsаl 6 Perаturаn Pemerintаh Nomor 50 Tаhun 2012 

tentаng Penerаpаn Sistem Mаnаjemen Keselаmаtаn dаn Kesehаtаn Kerjа 

yаng menyаtаkаn bаhwа”  

 (1) SMK3 sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 3 аyаt (1) meliputi: 

а. penetаpаn kebijаkаn K3; 

b. perencаnааn K3; 

c. pelаksаnааn rencаnа K3; 

                                                           
38 Robert M. Noe dаn Wаyne R Mondy, 2005, Humаn Resources Mаnаgement, Edisi ke-9, 

Penerbit Prentice Hаll, New Jersey,  hаlаmаn 360 
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d. pemаntаuаn dаn evаluаsi kinerjа K3; dаn 

e. peninjаuаn dаn peningkаtаn kinerjа SMK3. 

(2) Penerаpаn SMK3 sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt (1) tertuаng dаlаm 

pedomаn yаng tercаntum dаlаm Lаmpirаn I sebаgаi bаgiаn yаng tidаk 

terpisаhkаn dаri Perаturаn Pemerintаh ini. 

Pelаnggаrаn dаlаm perjаnjiаn/kontrаk kerjа kerаp terjаdi dengаn berbаgаi 

mаcаm-mаcаm bentuk permаsаlаhаn. Setiаp pelаnggаrаn pаsti memiliki 

dаmpаk berupа sаnksi sebgаimаnа telаh disebutkаn dаlаm Pаsаl 190 аyаt 

(1) yаng menyebutkаn bаhwа  “Menteri аtаu pejаbаt yаng ditunjuk 

mengenаkаn sаnksi аdministrаtif аtаs pelаnggаrаn ketentuаn-ketentuаn 

sebаgаimаnа diаtur dаlаm Pаsаl 5, Pаsаl 6, Pаsаl 15, Pаsаl 25, Pаsаl 38 аyаt 

(2), Pаsаl 45 аyаt (1), Pаsаl 47 аyаt (1), Pаsаl 48, Pаsаl 87, Pаsаl 106, Pаsаl 

126 аyаt (3), dаn Pаsаl 160 аyаt (1) dаn аyаt (2) Undаng-undаng ini sertа 

perаturаn pelаksаnааnnyа”.   Begitu Pulа dengаn Pаsаl 190 аyаt (2) yаng 

menyаtkаn bаhwа “Sаnksi аdministrаtif sebаgаimаnа dimаksud pаdа аyаt 

(1) berupа:  

а. tegurаn; 

b. peringаtаn tertulis; 

c. pembаtаsаn kegiаtаn usаhа; 

d. pembekuаn kegiаtаn usаhа; 
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e. pembаtаlаn persetujuаn; 

f.  pembаtаlаn pendаftаrаn; 

g. penghentiаn sementаrа sebаhаgiаn аtаu seluruh аlаt produksi; 

h. pencаbutаn ijin 
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BAB III 

PENEGAKAN HUKUM ATAS KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN 

DALAM MENJALANKAN SISTEM MANAJEMEN 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

A.  Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan dan Tranmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur dan PT. Karebet Mas Indonesia Cabang Muara 

Jawa  

1. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur 

Pada awal pemerintahan RI, waktu Badan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia  menetapkan jumlah Kementerian pada tanggal 

19 Agustus 1945, kementerian yang bertugas mengurus masalah 

ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi yang menangani masalah-

masalah perburuhan diletakkan pada kementerian sosial, baru pada 

tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya Kementerian Perburuhan dan 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 

ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan. 

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) 

Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok 

Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial 

menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan 

darurat di Sumatera Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap 
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meliputi urusan-urusan pembangunan, pemuda dan keamanan.  

Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi 

Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur 

organisasinya didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 

Tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi 

Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan 

Kementerian Perburuhan Nomor 1 tahun 1951. Berdasarkan peraturan 

tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian 

Perburuhan yang mencakup struktur organisasi Kementerian Perburuhan 

yang mencakup struktur organisasi sampai tingkat daerah dan resort 

dengan uraian tugas yang jelas.  

Struktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan 

kwartal pertama tahun 1954. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan 

Nomor 70 mulai terjadi perubahan yang kemudian disempurnakan 

melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 77 junto Peraturan Menteri 

Perburuhan Nomor : 79 Tahun 1954. Berdasarkan Peraturan tersebut 

Kementerian Perburuhan tidak mengalami perubahan sampai dengan 

tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan struktur 

organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan dan Pengawasan 

Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja.  

Sejak awal periode demokrasi terpimpin, terdapat organisasi buruh 

dan gabungan serikat buruh baik yang berafiliasi dengan partai politik 

maupun yang bebas, pertentangan-pertentangan mulai muncul dimana-
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mana, pada saat itu kegiatan Kementerian. Perburuhan dipusatkan pada 

usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah 

pengangguran terabaikan, sehingga melalui PMP Nomor :12 Tahun 1959 

dibentuk kantor Panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat (P4P) dan 

Tingkat Daerah (P4D).  

Struktur Organisasi Kementerian Perburuhan sejak Kabinet Kerja I 

sampai dengan Kabinet Kerja IV (empat) tidak mengalami perubahan. 

Struktur Organisasi mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan 

Nomor : 8 Tahun 1964 yaitu dengan ditetapkannya empat jabatan. 

Pembantu menteri untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, 

perencanaan dan penilaian hubungan dan pengawasan perburuhan, dan 

tenaga kerja.  

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Kementerian 

Perburuhan yang berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan 

Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 27 

November 1964, yang pada pokoknya menambah satu jabatan Pembantu 

Menteri Urusan Khusus.  

Dalam periode orde baru (masa transisi 1966-1969), Kementerian 

Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) 

berdasarkan Keputusan tersebut jabatan Pembantu Menteri dilingkungan 

Depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan 

Sekretaris Jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai 

dengan dimulainya tahap pembangunan Repelita I, serta merupakan awal 
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pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I).  

Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas 

menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga 

ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan 

ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian 

dan pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen 

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen 

Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada 

KEPPRES No 44 Tahun 1974.  

Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan 

Departemen Tenaga kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam 

masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, 

sehingga unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker Susunan organisasi 

dan tata kerja Depnaker ditetapkan dengan Kepmennaker No. Kep 

199/Men/1984 sedangkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 

Transmigrasi Nomor : Kep-55A/Men/1983. 

Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen 

Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 

2001. Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan 

Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. 



47 
 
 

 

Kegiatan dalam mengelola bidang ketenagakerjaan dimulai pada 

tahun 1945 segera setelah Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaannya. Tugas ini menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial 

dan kabinet berikutnya. Unit tersebut diperbesar menjadi setingkat 

kementrian, namun kementrian ini beberapa kali mengalami perubahan 

yang antara lain sebagai berikut : 

1. Kementerian Sosial (19 Agustus 1945 - 3 Juli 1947) 

2. Kementerian Perubahan (3 Juli 1947 - 29 Januari 1948) 

3. Kementerian Perubahan dan Sosial (29 Januari 1948 - 19 

Desember 1949) 

4. Kementerian Perubahan (19 Desember 1949 - 28 Maret 1966) 

5. Departemen Tenaga Kerja (28 Maret 1966 - 28 Maret 1973) 

6. Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi (28 Maret 73 - 

17 Maret 78) 

7. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (28 Maret 1978 - 17 

Maret 1986) 

8. Departemen Tenaga Kerja (17 Maret 1983 - 22 Februari 2001) 

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (22 Februari 2001 s.d 

Sekarang) 

Sejak Orde Baru dimulai pada tahun 1966, Kementerian telah dirubah 

menjadi Departemen. Bagaimanapun semua ini bukanlah merupakan 
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perubahan yang besar didalam struktur organisasi dan kewenangan hingga 

sampai saat ini Kepala Departemen masih dipimpin oleh seorang Menteri.
39

 

2. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan paragraph 2, pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai: 

a) Tugas Pokok 

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang tenaga kerja dan 

transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan.Berdasarkan paragraph 3, pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai: 

b) Fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi 

 sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah. 

2. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis dibidang  

 tenaga kerja dan transmigrasi. 

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

 teknis pengembangan tenaga kerja. 

                                                           
 

39
 Data Mengenai gambaran umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur, 15 Jan 2019. 
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4. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan 

 teknis pengawasan ketenagakerjaan. 

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

 teknis hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. 

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

 teknis transmigrasi. 

7. Penyelenggaraan urusan sekretariatan. 

8. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas. 

9. Pembina kelompok jabatan fungsional. 

Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya.
40

 

3. Urusan Wajib Tenaga Kerja (Sub Bidang Ketenagakerjaan)   Kebijakan, 

Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan. 

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta 

pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan skala provinsi. 

2. Pembinaan (Pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan. 

3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan skala provinsi. 

                                                           
 

40
 Data Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur, 15 Januari 2019.  
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Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan 

tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sitem ketenagakerjaan, 

serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan system informasi 

ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi.41

4. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan

STRUKTUR ORGANISASI DISNAKERTRANS

Berdasarkan paragraph 4, pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur, Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas : Daftar Tabel 2.1

41 Data urusan wajib kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 
Timur, 15 Januari 2019. 

KEPALA DINAS

SEKERTARIAT

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN

SUB BAGIAN 

UMUM

SUB BAGIAN 

KEUANGAN

Bidang Pengembangan 

Tenaga Kerja

Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan

Bidang Pembinaan 

Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja

Bidang Transmigrasi

UPT DINASJABATAN 

FUNGSIONAL
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Sumber: Data Sekunder yang diolah pada tahun 2019 

5. Gambaran Umum Perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia Muara Jawa 

 a) Gambaran Umum 

   Perusahaan PT. Karebet Mas Group Indonesia berkedudukan di 

Balikpapan mengawali usaha bisnis rental alat berat di tahun 2005. Karebet 

Mas Indonesia Group telah menjalankan usaha barunya sebagai kontraktor 

di bidang perkebunan. Karebet Mas Indonesia Group memulai bisnis 

sebagai kontraktor di Pertamina Hulu Sanga-Sanga yang area kerjanya 

antara lain: Badak, Nilam, Sambera, Mutiara Pamaguan, dan Beras. 

Perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia merupakan perusahaan yang berada 

di Kabupaten Kutaikartanegara di Jalan Mutiara 34 Sindang Jaya Rt.XI 

Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Dengan berdirinya perusahaan ini dapat memberikan 

perekonomian dan kesejahteraan untuk warga Indonesia khususnya untuk 

warga Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

  Perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia mempekerjakan 

buruh/pekerja dengan jumlah pegawai sebanyak 31 orang dan dengan rata-

rata jam kerja 9. Perusahaan ini beroperasi selama 6 hari dalam satu minggu 

dan memiliki waktu off operasional pada hari minggu, jam mulai dari pukul 
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07.30 sampai 12.00 wita dan dilanjutkan setelah waktu istirahat pada pukul 

13.00 sampai dengan pukul 16.30 wita.
42

 

b) Struktur Organisasi Perusahaan  

Tabel 3.1 Struktur Organisasi PT.KMI Muara Jawa 

  HE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data sekunder yang diolah tahun 2019 

 

 

                                                           
 

42
 Data Gambaran Umum PT.Karebet Mas Indonesia dari hasil wawancara langsung,16 

April 2019.  

SITE MANAGER 
AHMAD HAERUDIN 

OPERATION SECT. 

HEAD FAISAL ROBBY 

PLANT&LOG.SECT.HEAD 

ZULKARNAEN YUSUF 

HCGS SECT. HEAD 

DARMIATI 

HSE SECT. HEAD 

SUPTIONO 

Su 

 
PROD.ADMI

N EDY.P 

PRODUCTION 

GROUP LEADER 

1. SUBAER 

2. SULAIMAN 

3. YUZEL FINO 

 

PLANT PLANNER 

OFF GUNAWAN W 

PLANT GROUP LEADER 

VACANT 

MEKANIK 

1. BUDI .H 

2. RAMADHAN 

3. ASMURI 

WELDER 

HELPER MEKANIK 

LOGISTIK 

ADM VACANT 

DRIVER FUELL 

FUELL MAN 

 

HCGS OFFICER 

ANGGITA MONIKA 

HSGS ADMIN 

NOVY 

SECURITY 

 
TIME KEEPER 

HSE OFFICER 

JAHID KAUSARI 

HSE MAN 

VACANT 

OPERATOR 

RIGGER 

DRIVER 

 

HELPER 
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B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi terhadap Perusahaan yang tidak 

menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kerja 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan 

konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum 

mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan 

kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak 

hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari 

setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik 

pemerintahlah yang bertanggung jawab.
43

 

Dinas Ketenagakerjaan dalam mengawasi suatu perusahaan pasti 

menemukan suatu perusahaan yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan 

norma ketenagakerjaan yang berlaku,
44

 Pasal 9 Permenaker Nomor 33 

Tahun 2016 menjelaskan bahwa “ (1) Pelaksanaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan” : 

a. preventif edukatif, yaitu merupakan kegiatan pembinaan sebagai 

upaya pencegahan melalui penyebarluasan Norma 

Ketenagakerjaan, penasihatan teknis, dan pendampingan; 

b. represif non yustisial, yaitu merupakan upaya paksa diluar lembaga 

pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan dalam bentuk Nota Pemeriksaan 

                                                           
 

43
  Dellyana Shant, Op-Cit, hlm 33. 

 
44

 Hasil wawancara dengan Ibu Mariani selaku Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Januari 2019  
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sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan 

pemeriksaan dan/atau pengujian; dan 

c. represif yustisial, yaitu merupakan upaya paksa melalui lembaga 

pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas 

Ketenagakerjaan selaku PPNS Ketenagakerjaan. 

(2) Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan: 

a) Pembinaan; 

b) Pemeriksaan; 

c) Pengujian; dan/atau 

d) Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan. 

Sesuai dengan penjelasan diatas Pengawas Dinas Ketenagakerjaan 

diharuskan lebih mengedepankan pembinaan secara edukatif sehingga 

memberikan pemahaman tentang Norma Ketenagakerjaan yang secara luas 

dan membangunkan kesadaran setiap perusahaan. Jika setelah mendapatkan 

pembinaan oleh pihak pengawas Dinas Ketenagakerjaan perusahaan tetap 

tidak mentaati Norma Ketenagakerjaan yang berlaku maka akan dilakukan 

pemeriksaan dan Pengawas Ketenagakerjaan akan memberikan Nota 



55 
 
 

 

Pemeriksaan sesuai dengan Pasal 30 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 

Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
45

 

Kemudian setelah mengerluarkan Nota Pemeriksaan terhadap 

perusahaan Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengujian terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang tidak dijlankan oleh suatu perusahaan 

sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 36 Permenaker Nomor 33 

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang berbunyi 

:
46

  (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c 

dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak Pekerja/Buruh dan/atau 

persyaratan K3; 

 (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. pengujian norma kerja; dan 

b. pengujian norma K3. 

(3) Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat laporan hasil Pengujian 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pimpinan Unit Kerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan paling sedikit memuat: 

a. tanggal pengujian; 

b. identitas penguji; 

c. hasil pengujian dan analisis; 

                                                           
 

45
 Hasil wawancara langsung dengan Ibu Mariani Selaku Kepala Seksi Keselamatan dan 

Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, 15 
Januari 2019.   
 

46
 Hasil wawancara langsung dengan Ibu Mariani Selaku Kepala Seksi Keselamatan dan 

Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, 15 
Januari 2019.   
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d. kesimpulan dan saran; dan 

e. tanda tangan dan nama terang Pengawas Ketenagakerjaan. 

Ibu Mariani menyebutkan bahwa pengujian norma dilakukan kerja 

dilakukan bertahap sesuai ketentuan Permenaker nomor 33 Tahun 2016. 

Adapun tahapan pengujian tersebut yaitu :  

a) pemeriksaan dokumen; 

b) pemeriksaan visual; 

c) permintaan pertimbangan medis dan/atau rekomendasi dokter 

penasehat dalam hal khusus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja 

dan penentuan cacat total tetap; 

d) perhitungan dan analisa dan;  

e) pembuatan laporan hasil pengujian. 

Berdasarkan hasil Pengujian, Pengawas Ketenagakerjaan dapat menerbitkan 

rekomendasi, penetapan dan/atau perintah pemenuhan hak-hak 

Pekerja/Buruh. 

Pada tahap terakhir setelah melakukan pengujian terhadap perusahaan 

dan pihak perusahaan tidak menjalankan penetapan dan rekomendasi yang 

di keluarkan oleh pengawas ketenagakerjaan maka akan dilakukan 

penyidikan ketenagakerjaan sesuai dengan 190 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :  “ (1) 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas 

pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, 
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Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), 

Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan 

ayat (2) undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (2) Sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: 

a. teguran; 

b. peringatan tertulis; 

c. pembatasan kegiatan usaha; 

d. pembekuan kegiatan usaha; 

e. pembatalan persetujuan; 

f. pembatalan pendaftaran; 

g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; 

h. pencabutan ijin 

Ibu Mariani juga menjelaskan bahwa sejauh ini untuk permasalahan 

perusahaan yang berada di daerah Provinsi Kalimantan Timur belum ada 

yang sampai kepada tahap penyidikan ketenagkerjaan. Setiap permaslahan 

yang ditemui dan setelah di proses oleh pengawas ketenagakerjaan hanya 

sampai pada tahap pembinaan saja dan perusahaan telah menjalankan 

perintah dari pengawas ketenagakerjaan untuk mentaati peraturan 

perundang-undangan yang ada. 
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C.  Hambatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur dalam melakukan penegakan hukum pemberian 

sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja 

Pemerintah dibidang ketenagakerjaan memiliki fungsi membuat 

kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengawasan 

ketenagakerjaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengawasi dan 

menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang 

ketenagakerjaan guna tercapainya keadilan. Fungsi pengawasan oleh 

pemerintah pusat telah dibagi kewenangannya dengan pemerintah daerah 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan diserahkan kepada Gubernur 

dan Bupati/Walikota.
47

 

Dewasa ini seorang pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka seorang pekerja harus merelakan dan meluangkan waktu bersama 

keluarga mereka dengan menghabiskan waktu sebagai pekerja/buruh.  

Setiap pekerja/buruh menginginkan dalam melakukan pekerjaan berjalan 

dengan baik dan tidak ada kendala yang dihadapi.   

                                                           
 

47
 Khoirul Hidayah, 2015, Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di  Kota Malang, 

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hal 102 
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Perlindungan terhadap para pekerja/buruh sangat penting sehingga 

telah diatur didalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “ 

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 

atas : 

a. keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. moral dan kesusilaan; dan 

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 

nilai-nilai agama. 

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 

produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan 

dan kesehatan kerja. 

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. 

Pemerintah telah mangaturnya karena untuk menjaga kesejahteraan 

pekerja/buruh dengan pengusaha agar terhindar dari penyalahgunaan 

wewenang dari pihak atasan perusahaan. Resiko dari setiap pekerjaan cukup 

beragam bergantung dari tingkat dan bidang pekerjaan setiap perusahaan, 

upaya keselamatan dan kesehatan kerja cukup membantu untuk melindungi 

para pekerja/buruh dalam menjalankan suatu pekerjaan yang dilakukan dari 
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upaya dari pemerintah ini para pekerja/buruh dapat meminimalis terhadap 

adanya resiko kecelakaan kerja. 

Dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja di 

suatu perusahaan telah diatur didalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa “ 

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem 

manajemen perusahaan. 

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 Atas dasar regulasi tersebut setiap perusahaan menerapkan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan 

sistem manajemen perusahaan yang dalam artian dalam setiap perusahaan 

wajib melakukanya dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja. 

Perusahaan wajib mengikuti Peraturan yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja karena merupakan pedoman untuk 
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perusahaan dalam menajalani program keselamatan dan kesehatan kerja. 

Dalam Pasal  3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

menyebutkan bahwa “ 

 (1) Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional 

tentang SMK3. 

(2) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran 

III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Pemerintah ini. 

Secara substansi hukum pemerintah telah mengatur tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja, dan perusahaan wajib mengikuti dan 

menyesuaikan didalam peraturan perusahaan agar dapat menjamin 

keselamatan para pekerja/buruh didalam menjalankan pekerjaan dan 

meminimalis adanya dampak bahaya terhadap pekerja/buruh. 

Perusahaan PT. Karebet Mas secara formal telah mengikuti peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan yang dilakukan terhadap 

para pekerja/buruh din perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia telah 

dicantumkan didalam perjanjian kerja perusahaan. Didalam perjanjian kerja 

perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia Pasal 11 tentang Perlengkapan 

Keselamatan Kerja / Alat Pelindung Diri menjelaskan bahwa :“  
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1. PIHAK PERTAMA menyediakan perlengkapan keselamatan kerja 

yang harus dipakai oleh PIHAK KEDUA pada saat melaksankan 

pekerjaan sesuai dengan standar masa pakai APD PT. Karebet Mas 

Indonesia, Adapun standard pemberian APD sesuai masa pakai 

sebagai berikut : 

1. Pakai Seragam kerja = 6 (Enam) Stell/ 3 tahun ( Ket : 

Diberikan pertahun 2 (dua) Stell/ 1 

tahun) 

2. Sepatu Kerja / Safety Shoes = 3 (Tiga) pasang / 3 tahun ( Ket : 

Diberikan Pertahun 1 (satu) Pasang / 

1 tahun ) 

3. Kacamata / Safety Goggles  = 3 (Tiga) pasang / 3 tahun ( Ket : 

Diberikan Pertahun 1 (satu) Buah / 1 

tahun ) 

4. Helm Safety  = 3 (Tiga) pasang / 3 tahun ( Ket : 

Diberikan Pertahun 1 (satu) Buah / 1 

tahun ) 

5. Jas Hujan  = 3 (Tiga) pasang / 3 tahun ( Ket : 

Diberikan Pertahun 1 (satu) Buah / 1 

tahun ) 
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6. Pelindung telinga / Ear Plug   = 12 (Dua Belas) buah / 3 tahun ( 

Ket : Diberikan Pertahun 1 (satu) 

Buah / 3 Bulan ) 

7. Sarung tangan / Hand Gloves = disesuaikan dengan kebutuhan 

Jika terjadi APD yang diberikan ( Hilang, Rusak tidak wajar ) sebelum 

waktu yang telah ditentukan diatas, maka karyawan WAJIB 

Mengganti APD dengan spesifikasi standart seperti yang telah 

diberikan oleh perusahaan. Selain itu sebagai karyawan wajib untuk 

menggunakan dan merawat semua alat keselamatan dan fasilitas 

pendukung yang disediakan oleh perusahaan untuk mencegah 

terjadinya kerusakaan atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaian 

karyawan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diberikan sanksi 

sesuai peraturan yang berlaku.
48

  

Perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia didalam perjanjian kerjanya 

telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah 

menuangkan fasilitas Alat Pelindung Diri terhadap para pekerja/buruh. 

Tetapi dalam pelaksanaanya berdasarkan informasi yang penulis dapatkan 

dari pekerja/buruh di PT. Karebet Mas Indonesia perusahaan PT. Karebet 

Mas Indonesia dalam kurun 2 tahun terakhir tidak menjalankan isi dari pasal 

11 Perjanjian kerja dengan sepenuhnhya. 

                                                           
48

  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia. 
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Menurut Bapak Ferdiansyah ada beberapa Alat Pelindung Diri yang 

tidak dipenuhi oleh perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia, Pertama PT. 

Karebet Mas Indonesia tidak pernah memberikan Jas Hujan yang tercantum 

dalam isi perjanjian kerja selama 2 tahun terakhir . Kedua,  Alat Pelindung 

Diri yang tidak diberikan oleh perusahaan adalah Pakaian Seragam Kerja 

yang tidak pernah diberikan oleh perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia.
49

 

Di lokasi yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan Saudari 

Anggita Monika yang mengatakan bahwa dari pihak perusahaan PT. 

Karebet Mas Indonesia telah mengajukan pengadaan barang terhadap Alat 

Pelindung Diri yang diperlukan kepada Head Office PT. Karebet Mas Group 

tetapi tidak mendapatkan hasil yang positif. Pihak Perusahaan 

memberitahukan kepada para pekerja/buruh bahwa perusahaan PT. Karebet 

Mas Group sedang mengalami defisit financial.
50

 

Menurut Bapak Edy Prasetya kendala yang dihadapi oleh 

pekerja/buruh jika tidak memiliki Alat Pelindung Diri dengan lengkap ialah 

menggunakan Alat Pelindung Diri yang lama yang sudah melebihi masa 

kadaluarsa. Sehingga para pekerja/buruh yang ditemui tidak menggunakan 

Alat Pelindung Diri dengan terpaksa melakukan pekerjaan tersebut.  Hal ini 

                                                           
 

49
 Hasil wawancara langsung dengan Bapak Ferdiansyah  Operator Truk dan Trailer pada 

tanggal  16 April 2019. 
50

 Hasil wawancara langsung dengan Saudari Anggita Monika selaku Admin HCGS di 

PT.Karebet Mas Indonesia pada tanggal  16 April 2019. 
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para pekerja/buruh merasa dirugikan dan tidak mendapatkan haknya dalam 

melakukan pekerjaan.
51

 

 Dalam hal ini para pekerja/buruh merasa memaklumi dengan 

pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak atasan PT. Karebet Mas Group 

sehingga menimbulkan  suatu kebudayaan yang tidak mentaati Peratutran 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Sаiful Аnwаr, pengаwаsаn аtаu kontrol terhаdаp tindаkаn аpаrаtur 

pemerintаh diperlukаn аgаr pelаksаnааn tugаs yаng telаh ditetаpkаn dаpаt 

mencаpаi tujuаn dаn terhindаr dаri penyimpаngаn-penyimpаngаn.
52

 Untuk 

menciptakan suatu efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku diperlukan adanya pengawasan dalam menjalankanya. Pada kasus 

ini yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi kinerja dari suatu 

perusahaan yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Berdasarkan wawancara dengan  Ibu Mariani pada tanggal 15 Januari 

2019. Ibu Mariani menjelaskan kewenangan pengawasan yang tadinya 

berada di Kabupaten / Kota dialihkan ke pusat berdasarkan Pasal 15 ayat 1 

dan 2  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dalam pelaksanaanya sinergi antara Kabupaten / Kota dengan 

                                                           
51

  Hasil wawancara dengan Bapak Edy Prasetya selaku Production Admin pada tanggal 16 

April 2019. 
 

52
    Sаiful Аnwаr, Op-Cit, Hаlаmаn 127 
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Provinsi. Pengawasan dari Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan 

dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali akan tetapi tidak semua 

perusahaan dapat diawasi. Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur yang 

terdaftar hingga saat ini sebanyak kurang lebih 80.000 perusahaan 

kemungkinan yang bisa diawasi hanya sekitar 50% dari seluruh perusahaan 

yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.
53

 

 Adapun beberapa faktor kendala yang dihadapin dalam melakukan 

pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur : 

a) Faktor Sumber Daya Manusia 

Kendala Pemerintah yang pertama yaitu Jumlah pengawas yang 

berada di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 59 orang pengawas 

dan 12 orang diantaranya adalah pengawas spesialis. Dalam setiap 

pengawas dapat melakukan pengawasan sebanyak 5 perusahaan 

perbulan jadi pertahun pengawas dapat mengawasi perusahaan 

sebanyak 60 perusahaan pertahunya. Dari semua pengawas kira-kira 

pemerintah dapat mengawasi sebanyak kurang lebih 3.500 Perushaan 

yang berada di Provinsi Kalimantan Timur sesuai  dengan standar 

pelayanan minimal.
54

 Dengan terbatasnya jumlah pegawai pengawas 

yang berada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

                                                           
 

53
 Hasil wawancara langsung dengan Ibu Mariani Selaku Kepala Seksi Keselamatan dan 

Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, 15 
Januari 2019.  

54  Hasil wawancara dengan Ibu Mariani selaku Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimatan Timur pada tanggal 15 Januari 2019. 
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Kalimantan Timur menurut penulis merupakan salah satu penghambat 

untuk dilakukannya pengawasan terhadap suatu perusahaan yang tidak 

mentaati peraturan perundang-undangan khususnya di PT.Karebet 

Mas Indonesia Cabang Muara Jawa sehingga untuk melakukan 

penegakan hukum tidak berjalan sebagai mestinya. 

b) Faktor kurangnya anggaran dana 

Kendala yang kedua adalah masalah dana penunjang untuk 

melakukan pengawasan tidak mencukupi. Dari anggaran yang tersedia 

kemungkinan hanya 50% saja yang bisa terpenuhi untuk menunjang 

setiap pengawas ke perusahaan-perusahaan yang berada di Provinsi 

Kalimantan Timur. Pengawasan yang seharusnya terawasi secara 

menyeluruh kepada setiap perusahaan menjadi tidak terawasi dengan 

baik dan tidak semua perusahaan dapat diawasi oleh pemerintah, 

sehingga sering terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran hukum 

terhadap para pekerja/buruh.
55

 

c) Faktor Struktural 

Adapun beberapa faktor struktural yang tidak terlaksana dengan 

baik:
56

 

1. Kurangnya sosialisasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terhadap perusahaan-

                                                           
 

55
  Hasil wawancara dengan Ibu Mariani selaku Kepala Keksi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimatan Timur pada tanggal 15 Januari 2019. 
 

56
  Hasil wawancara dengan Ibu Mariani selaku Kepala Keksi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimatan Timur pada tanggal 15 Januari 2019. 



68 
 
 

 

perusahaan yang ada mengenai pentingnya Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

2. Banyaknya pelanggaran yang terjadi disuatu perusahaan tetapi 

tidak ada ditemukan laporan yang dilakukan oleh Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada setiap perusahaan 

sehingga menyebabkan miskomunikasi antara Dinas 

Ketengakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

dengan perusahaan; 

3. Perusahaan besar yang memiliki jumlah pekerja yang lebih banyak 

dan resiko yang lebih tinggi lebih diutamakan ketimbang dengan 

perusahaan yang memliki jumlah pekerja sedikit atau lebih kecil. 

Menurut Prаyudi, dаlаm mencаpаi pelаksаnааn pengаwаsаn 

terhаdаp beberаpа аsаs аntаrа lаin :
57

 

1.  Аsаs tercаpаinyа tujuаn, ditujukаn ke аrаh tercаpаinyа tujuаn yаitu 

dengаn mengаdаkаn perbаikаn untuk menghindаri penyimpаngаn-

penyimpаngаn аtаu deviаsi perencаnааn. Pada kasus ini Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tidak 

dapat memenuhi asas ini dikarenakan salah satu faktor sumber daya 

manusia yang terbatas akibatnya terjadi penyimpangan-penyimpangan 

dalam suatu perusahaan yang berada di Provisi Kalimantan Timur 

salah satunya yaitu PT.Karebet Mas Indonesia Cabang Muara Jawa. 

                                                           
 

57
  Prаyudi, Op-Cit ,hlm 83. 
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2. Аsаs efisiensi, yаitu sedаpаt mungkin menghindаri deviаsi dаri 

perencаnааn sehinggа tidаk menimbulkаn hаl-hаl lаin diluаr dugааn. 

Untuk mencapai titik efisiensi ini Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sangat berat di karenakan 

faktor anggaran dana yang tidak memadai dalam melakukan 

pengawasan.  

Pengawasan terhadap Perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia 

terakhir diawasi pada tahun 2010 , sehingga dalam penerapan sistem 

keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Karebet Mas Indonesia sering 

terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diketahui 

oleh Dinas Ketenagakerjaan. Ibu Mariani menjelaskan bahwa untuk 

melakukan pengawasan pemerintah dibantu dengan Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab 

dibidang K3 disuatu perusahaan, dengan adanya P2K3 kami dapat 

berkoordinasi dengan perusahaan agar dapat mengecek bentuk sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan 

dan jika terjadi adanya pelanggaran di dalam perusahaan 

pekerja/buruh harus melaporkanya terlebih dahulu kepada petugas 

P2K3 kemudian dari pelaporan tersebut akan diproses dan dapat 

dilimpahkan ke Dinas Ketenagakerjaan jika perusahaan tidak 

melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 

dengan baik. Tetapi sampai saat ini dari informasi yang penulis dapat 

dari Dinas Ketenagakerjaan dan  Transmigrasi Provinsi Kalimantan 
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Timur untuk pelaporan dari pihak P2K3 ataupun pekerja/buruh di 

perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia Cabang Muara Jawa yaitu 

nihil sehingga pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur tidak mengetahui bentuk pelanggaran-

pelanggaran apa saja yang telah dilakukan di perusahan tersebut. 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya 

merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , 

kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum 

merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi 

kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau 

kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum 

bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal 

secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun 

demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang 

bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :
58

 

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur sebagai alat pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tetapi 

terdapat beberapa kendala yang sering terjadi dalam penegakan hukum 

yaitu sumber daya manusianya yang terbatas dan keadaan dana anggaran 

yang tidak dapat menunjang kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan 
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 Dellyana Shant, Op-Cit, hlm 33. 
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Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur khususnya dibidang pengawas 

ketenagakerjaan. Sehingga pada kenyataannya yang didapati dilapangan 

kepastian dan jaminan terhadap penegakan hukum tidak berjalan 

sebagaimana seharusnya yang diinginkan. 

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya : 

  Pada hakikatnya pelaksanaan SMK3 telah diatur didalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdapat didalam Lampiran I huruf C 

Pelaksanaan Rencanan K3 menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib 

mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan SMK3 pada suatu 

perusahaan. Hal ini dapat berjalan sebagai mana mestinya jika dari Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam 

melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif sehingga 

menciptakan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan yang dimaksud 

adalah terpenuhinya hak dan kewajiban para pekerja/buruh. 

  Secara garis besar penulis dapat menyimpulkan bahwa hambatan 

yang di hadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur dalam melakukan penegakan hukum yaitu faktor 

sumber daya manusia yang terbatas, faktor anggaran dana yang tidak 

cukup untuk menunjang kegiatan-kegiatan formal yang dilakukan Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kaltimantan Timur, dan 

faktor stuktural. 
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D.  Upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur terhadap PT. Karebet Mas Indonesia yang 

tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab 

adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh 

dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung 

jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa 

yang telah diwajibkan kepadanya.
59

 Menurut penulis tanggungjawab dari 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam 

melaksanakan pengawasan sangatlah penting agar dapat mengetahui 

berbagai bentuk-bentuk ketidakpatuhan perusahaan dalam menjalankan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai yang telah 

diamanatkan peraturan yang berlaku. 

  Menurut penulis pada umumnya kesehatan tenaga pekerja/buruh 

sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional. 

Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja/buruh 

secara langsung juga meningkatkan kualitas perusahaan dan memberikan 

dampak positif terhadap meningkatnya penghasilan pekerja, tetapi juga 

memberikan dampak negatif juga terhadap lingkungan perusahaan dan 

pekerja/ buruh jika dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang ada. Diketahui bahwa pelanggaran terjadi akibat 
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 Andi Hamzah,2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia,Jakarta, hlm 48  
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dari kurangnya suatu pengawasan dalam melaksanakan suatu aturan yang 

menimbulkan kesadaran akan hukum terabaikan dan tidak berjalan dengan 

baik. 

  Perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia telah mengabaikan regulasi 

yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang ada. 

Diketahui berdasarkan informasi yang didapatkan dari pekerja/buruh di PT. 

Karebet Mas Indonesia oleh penulis perusahaan tidak memberikan sebagian 

Alat Pelindung Diri yang telah dicantumkan didalam perjanjian kerja 

perusahaan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan PT. 

Karebet Mas Indonesia pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan yaitu : 

1.  Pasal 87 ayat (1) Mengatur mengenai Setiap perusahaan wajib 

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang 

terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perusahaan PT. 

Karebet Mas Indonesia telah mencantumkan dalam perjanjian kerja Pasal 

11 menyebutkan Alat Pelindung Diri tetapi dari 7 (tujuh) Alat Pelindung 

Diri yang dicantumkan oleh perusahaan 2 (dua) Alat Pelindung Diri tidak 

diberikan sama sekali yaitu Pakai Seragam Kerja dengan Jas Hujan.  

Faktor keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan menjadi 

sangat penting karena akan terkait dengan kinerja pekerja. Pekerja yang 

sehat dan terhindar dari bahaya kecelakaan kerja akan membantunya untuk 

dapat melakukan pekerjaannya secara efisien. Bila pekerja mengalami 
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kecelakaan kerja atau sakit karena penyakit yang ditimbulkan oleh 

pelaksanaan kerja, maka selain akan kehilangan jam kerja, perusahaan 

juga harus mengeluarkan biaya untuk pembayaran upah selama pekerja 

yang bersangkutan belum sembuh dan biaya tambahan untuk 

pengobatannya. Hal ini akan berdampak pada ketidakefisienan kinerja 

perusahaan.
60

 

1. Upaya awal Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Perlindungan hukum adalah campur tangan Pemerintah dalam 

bidang perburuhan/ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan 

perburuhan yang adil, karena peraturan Perundang-undangan perburuhan 

memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, 

karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, 

kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya tanpa mengabaikan 

kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi 

pekerja. Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam 

Soepomo meliputi lima bidang hukum perburuhan yaitu: bidang 
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 Budi Santoso, 2012, IMPLIKASI PENERAPAN STANDAR SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 

TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA, Universitas Pelita Harapan 
Surabaya, hlm 38 
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pengerahan/penempatan kerja; bidang hubungan kerja; bidang kesehatan 

kerja; bidang keamanan kerja; bidang jaminan sosial buruh.
61

 

Untuk menjamin perlindungan bagi pekerja pemerintah melakukan 

pengawasan untuk meningkatkan efisiensi peraturan perundanng-

undangan dengan implementasinya di lapangan. Menurut Prаyudi, 

pengаwаsаn аdаlаh suаtu proses untuk menetаpkаn pekerjааn аpа yаng di 

jаlаnkаn, dilаksаnаkаn, аtаu diselenggаrаkаn itu dengаn аpа yаng 

dikehendаki, direncаnаkаn аtаu diperhаtikаn.
62

 

Menurut Bapak Aji Syahdu Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan 

mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. 

Pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan 

Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan 

Ketenagakerjaan minimal mengawasi lima perusahaan dalam jangka 

waktu satu bulan. Tetapi jika kami mendapatkan laporan dari pekerja atau 

masyarakat sekitar jika terdapat adanya pelanggaran di bidang 

ketenagakerjaan maka pihak pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur akan menanggapi dan 

melakukan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 20 Permenaker Nomor 33 
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Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Tetapi 

dengan catatan kami harus menerima surat perintah terlebih dahulu.
63

 

Sebelum pengawas melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pihak 

pengawas melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang melakukan 

pelanggaran tetapi jika pihak perusahaan tetap tidak mantaati arahan yang 

telah diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasim Provinsi 

Kalimantan Timur maka akan dilakukan suatu pemeriksaan sesuai dengan 

Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan 

Ketenagakerjaan dalam Pasal 20 disebutkan:  

 “ (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

huruf b terdiri atas: 

1. pemeriksaan pertama; 

2. pemeriksaan berkala; 

3. pemeriksaan khusus; dan 

4. pemeriksaan ulang. 

(2) Pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

(3) Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c belum selesai, Pimpinan Unit Kerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan dapat memperpanjang jangka waktu 

Pemeriksaan. 
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  Hasil Wawancara Langsung dengan Bapak Aji Syahdu selaku Sekertaris di bidang 
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 Setalah melakukan pemeriksaan pihak pengawas ketenagakerjaan 

wajib membuat Nota Pemekrisaan yang menjelaskan pelanggaran-

pelanggaran apa saja yang telah diabaikan oleh perusahaan tersebut. Nota 

Pemeriksaan tersebut terdiri dari Nota Pemeriksaan pertama, Nota 

Pemeriksaan Kedua,  dan Nota Pemeriksaan Khusus. Jangka waktu yang 

diberikan Nota Pemeriksaan Pertama sebagaimana yang tercantum 

didalam Pasal 30 Ayat 5 Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 yaitu 30 (tiga 

puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan pertama diterima. 

Menurut penulis inisiatif dari Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mencegah terjadinya 

ketidakpatuhan perusahaan dalam menjalankan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja tidak ada, dalam hal pengawasan 

pemerintah hanya melakukannya dengan melakukan standar pelayanan 

minimal sesuai dengan anggaran yang ada hal ini membuat banyaknya 

ketimpangan yang terjadi dalam berlangsungnya sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja.  

Pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Timur hanya menunggu laporan yang masuk dan 

baru akan memprosesnya sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi pada 

kenyataanya dilapangan tidak adanya laporan terkait pengaduan 

pelanggaran atas ketidakpatuhan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja pada suatu perusahaan menurut penulis tanggungjawab 

pemerintah  terhadap pelanggaran yang terjadi hilang. 
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2. Upaya Penegakan Hukum Dinas Ketenagakerjaan terhadap PT. 

Karebet Mas Indonesia. 

Sejak melakukan kunjungan pengawasan terakhir terhadap PT. 

Karebet Mas Indonesia Cabang Muara Jawa pada tahun 2010 pihak 

pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur tidak menemukan adanya laporan terkait permasalahan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya Alat Pelindung 

Diri (APD) dari perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia Cabang Muara 

Jawa. Pihak pengawas hanya menerima wajib lapor tahunan yang diterima 

dari PT. Karebet Mas Indonesia Cabang Muara jawa. Didalam wajib lapor 

yang diberikan oleh PT.KMI tersebut tidak adanya perubahaan pemenuhan 

SMK3 yaitu Alat Pelindung Diri dari tahun ketahun tetap sama dan tidak 

berubah.
64

 

Dari pihak pengawasan selama menemukan suatu kasus pelanggaran 

yang terdapat di seluruh perusahaan tidak pernah sama sekali melakukan 

penindakan sampai menjantuhkan sanksi adminstratif sesuai dengan Pasal 

190 huruf (h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yaitu “pencabutan ijin”. Pada kenyataannya dilapangan 

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

mengedepankan prinsip pengawasan sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf 

(a) Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 yang menjelaskan :” preventif 

                                                           
 

64
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edukatif, yaitu merupakan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan 

melalui penyebarluasan Norma Ketenagakerjaan, penasihatan teknis, dan 

pendampingan. Sehingaa sampai saat ini jumlah kasus perusahaan-

perusahaan yang telah melakukan pelanggaran sampai dikenakannya 

pencabutan izin tidak ada (nihil). 

Alasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur menurut Ibu Mariani “ Pihak pengawas 

mengedepankan preventif edukatif dikarenkan beberapa hal yaitu : 

1.  Untuk menghindari bangkrutnya pada suatun perusahaan; 

2. Untuk mencegah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) 

Menurut Ibu Mariani m asalah di suatu perusahaan sering terjadi 

baik dari masalah dalam konteks kecil hingga sampai yang terbesar terjadi 

karena kurangnya pengawasan terhadap perusahaan yang mengakibatkan 

suatu perusahaan dalam menaati suatu aturan perundang-undangan yang 

berlaku menjadi terabaikan kejadian di perusahaan PT. Karebet Mas 

Indonesia merupakan pelanggaran hukum terhadap sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan pelanggaran yang 

merugikan para pekerja/buruh, Diketahui perusahaan mengeluarkan 

pernyataan kepada pihak pekerja/buruh bahwa perusahaan sedang 

mengalami penurunan pemasukan atau defisit ini bukan menjadi alasan 
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untuk dapat dimaklumi jika di biarkan terus menerus akan berdampak 

kepada lingkungan yang luas.
65

 

Dengan menggunakan pengawasan yang menjalankan preventif 

edukatif, jika pihak pengawas mendapatkan laporan dari pekerja yang 

bekerja di perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia Cabang Muara Jawa 

adanya terjadi pelanggaran maka dilakukan pembinaan terlebih dahulu 

terhadap perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia Cabang Muara Jawa  

yaitu dengan menggunakan skala prioritas terhadap pelanggaran apa saja 

yang tidak ditaati. Skala prioritas dimaksudkan disini ialah dengan 

memberikan keluaasan terhadap perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia 

untuk memenuhi pelanggaran apa saja yang tidak dipatuhi secara berkala. 

Adapun contoh pelanggaran yang tidak di jalankan oleh PT. KMI yaitu 

tidak memberikan APD (kaos tangan dan jas hujan) sesuai yang telah 

dicantumkan didalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja, 

dengan adanya skala prioritas pihak perusahaan dapat memberikan APD 

tersebut tidak hanya pada kurun waktu tertentu saja tetapi bisa melengkapi 

dikemudian hari dengan catatan belum mencapai 1 (satu) tahun, sehingga 

dapat menciptakan harmonisasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan tersebut. 

Berdasarkan pengamatan penulis jika dikaitkan Teori Penegakan 

Hukum yang dikemukakan oleh Fаktor fаktor yаng mempengаruhi 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Mariani selaku Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimatan Timur pada tanggal 15 Januari 2019.  
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penegаkаn hukum menurut Soerjono Soekаnto аdаlаh
66

 : 

a. Fаktor Hukum 

Prаktik penyelenggаrааn hukum di lаpаngаn аdа kаlаnyа 

terjаdi pertentаngаn аntаrа kepаstiаn hukum dаn keаdilаn, hаl 

ini disebаbkаn oleh konsepsi keаdilаn merupаkаn suаtu rumusаn 

yаng bersifаt аbstrаk, sedаngkаn kepаstiаn hukum merupаkаn 

suаtu prosedur yаng telаh ditentukаn secаrа normаtif. Diketahui 

regulasi mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan kerja telah mengatur sedemikian rupa agar 

mewujudkan keadilan antara pihak pengusaha dengan pekerja, 

tetapi pada kenyataannya telah terjadi banyak pelanggaran-

pelanggaran SMK3 khususnya di PT Karebet Mas Indonesia 

Cabang Muara Jawa yang tidak menjalankan sebagian isi dari 

perjanjian kerja pada pasal 11, penulis berpendapat sebaiknya 

dilakukan revisi terhadap regulasi SMK3 dengan memberikan 

penekanan terhadap pihak penyelenggara undang-undang 

tersebut khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

terkait dibidang pengawasan. 

  b. Fаktor Penegаkаnnya 

Fungsi hukum, mentаlitаs аtаu kepribаdiаn petugаs penegаk 

hukum memаinkаn perаnаn penting, kаlаu perаturаn sudаh bаik, 

tetаpi kuаlitаs petugаs kurаng bаik, аdа mаsаlаh. Oleh kаrenа 

                                                           
66 Soerjono Soekаnto, Op-Cit, Hаlаmаn 42. 



82 
 
 

 

itu, sаlаh sаtu kunci keberhаsilаn dаlаm penegаkаn hukum 

аdаlаh mentаlitаs аtаu kepribаdiаn penegаk hukum. Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

selaku yang mempunyai kewenangan penuh dalam bidang 

ketenagakerjaan tidak berjalan dengan efektif dikarenakan 

beberapa kendala yang dihadapi berupa : sumber daya manusia 

yang terbatas dengan dana anggaran yang tidak menunjang 

kinerjanya. 

c. Fаktor Sаrаnа аtаu Fаsilitаs Hukum 

Fаktor sаrаnа аtаu fаsilitаs pendukung mencаkup perаngkаt 

lunаk dаn perаngkаt kerаs, sаlаh sаtu contoh perаngkаt lunаk 

аdаlаh pendidikаn. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigari 

Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan tugas mempunyai 

keterbatasan sumber dana manusia yang ahli dalam bidang 

pengawasan sehingga kinerja yang dirasakan tidak begitu 

efiesien. 

  d.Fаktor Mаsyаrаkаt 

Penegаk hukum berаsаl dаri mаsyаrаkаt dаn bertujuаn 

untuk mencаpаi kedаmаiаn di dаlаm mаsyаrаkаt. Setiаp wаrgа 

mаsyаrаkаt аtаu kelompok sedikit bаnyаknyа mempunyаi 

kesаdаrаn hukum, persoаlаn yаng timbul аdаlаh tаrаf kepаtuhаn 

hukum, yаitu kepаtuhаn hukum yаng tinggi, sedаng, аtаu 

kurаng. Pihak pekerja di PT. Karebet Mas Indonesia sangat 
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menyadari bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh 

perusahaan sangat berdampak pada pemenuhan hak-hak yang 

seharusnya didapatkan, akan tetapi para pekerja di PT. Karebet 

Mas Indonesia dapat memakluminya karena pihak perusahaan 

mengalami penurunan pendapatan. 

e. Faktor Kebudayaan 

  Berdаsаrkаn konsep kebudаyааn sehаri-hаri, orаng begitu 

sering membicаrаkаn soаl kebudаyааn. Kebudаyааn menurut 

Soerjono Soekаnto, mempunyаi fungsi yаng sаngаt besаr bаgi 

mаnusiа dаn mаsyаrаkаt, yаitu mengаtur аgаr mаnusiа dаpаt 

mengerti bаgаimаnа sehаrusnyа bertindаk, berbuаt, dаn 

menentukаn sikаpnyа kаlаu merekа berhubungаn dengаn 

orаng lаin. Pada kenyataannya yang terjadi para pekerja di 

PT.Karebet Mas Indonesia tidak melaporkan bentuk 

pelanggaran yang telah terjadi yang telah berlangsung selama 

kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut dan pihak pengawas dalam 

melakukan pengawasan hanya bersifat pasif dalam 

menemukan suatu adanya pelanggaran hukum. 

Menurut Sondang P. Siagian pengаwаsаn ditinjаu dаri segi cаrа 

pelаksаnааnyа dibedаkаn аtаs :
67

 

a. Pengаwаsаn Lаngsung 

                                                           
67 Sondаng P. Siаgiаn, 2008, Op-cit, Hаlаmаn 115 
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Pengаwаsаn lаngsung аdаlаh pаngаwаsаn yаng dilаkukаn dengаn cаrа 

mendаtаngi аtаu melаkukаn pemeriksааn di tempаt terhаdаp objek yаng 

diаwаsi. Pemeriksааn yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan kunjungan ke 

PT. Karebet Mas Indonesia cabang Muara Jawa terakhir pada tahun 2010 

sehingga membuat banyaknya ketidaktahuan informasi apakah perusahaan 

PT. Karebet Mas Indonesia telah menjalankan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja sudah berjalan dengan benar sebagaimana 

mestinya atau tidak. 

b. Pengаwаsаn Tidаk Lаngsung  

Pengаwаsаn tidаk lаngsung аdаlаh kebаlikаn dаri pengаwаsаn lаngsung, 

yаng dilаkukаn tаnpа mendаtаngi tempаt pelаksаnааn pekerjааn аtаu 

objek yаng diаwаsi. Pengаwаsаn ini dilаkukаn dengаn mempelаjаri dаn 

mengаnаlisа dokumen yаng menyаngkut objek yаng diаwаsi yаng 

disаmpаikаn oleh pelаksаnа аtаu pun sumber lаin. Pengawas Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur hanya 

menilai kinerja perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia Cabang Muara 

Jawa dengan adanya wajib lapor yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, 

dari wajib lapor yang diterima diketahui bahwasanya dalam hal sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh 

perusahaan tidak ada perubahaan pengurangan atau penambahan sama 

sekali sehingga bentuk kecurigaan dari pengawas tidak ada dan 
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menganggap perusahaan telah mematuhi dan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan pihak pengawasan 

dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

bersifat pasif dalam menemukan suatu pelanggaran pada suatu perusahaan. 

Hal ini menyebabkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang tidak 

semua diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur salah satunya pelanggaran yang telah terjadi di 

perusahaan PT. Karebet Mas Indonesia Cabang Muara Jawa Kabupaten 

Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.   



86 
 
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1.  Hambatan yang dialami pemerintah dalam  melakukan  pengawasan 

terhadap perusahaan-perusahaan  yang berada di Provinsi 

Kalimantan Timur khususnya di PT.Karebet Mas Indonesia 

Kabupaten Kutai Kartanegara Cabang Muara Jawa dikarenakan 

beberapa faktor yaitu: faktor sumber daya manusia, faktor anggaran 

dana yang tidak mencukupi, dan faktor struktural. 

2.    Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur dalam melakukan pengawasan  mengacu kepada Pasal 20 

Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan pada kenyataannya dilapangan Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

mengedepankan prinsip pengawasan sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 

huruf (a) Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 yang menjelaskan :” 

preventif edukatif,Sehingaa sampai saat ini jumlah kasus 

perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pelanggaran sampai 

dikenakannya pencabutan izin tidak ada (nihil). 
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Alasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur menurut Ibu Mariani “ Pihak pengawas 

mengedepankan preventif edukatif dikarenkan beberapa hal yaitu : 

1.  Untuk menghindari bangkrutnya pada suatun perusahaan; 

2. Untuk mencegah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) 

B. SARAN 

Adapun beberapa saran yang akan di berikan penulis untuk pihak , 

Pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur, serta para pekerja khususnya di PT. Karebet Mas 

Indonesia Cabang Muara Jawa. 

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Gubernur agar dapat 

mengawasi kinerja dari instansi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan khususnya di bidang pengawas mengenai sarana dan 

prasarana penunjang kinerja pengawas. Serta,  memberikan anggaran yang 

sesuai agar dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi 

Kalimantan Timur lebih efektif. 

2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

khususnya pada bidang pengawasan seharusnya bersifat aktif dalam 

melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran khususnya di bidang 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan cara 
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melakukan sosialisasi terhadap pentingnya akan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja(K-3). 

3. Pekerja seharusnya berani untuk melaporkan jika menemui adanya 

tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum pada suatu perusahaan 

khususnya pada Alat Pelindung Diri (APD) agar para pekerja dapat 

terjamin hak-haknya dan meminimalisir risiko dari kecelakaan kerja. 
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